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(RINGKASAN)

Ruang lingkup kontrak-kontrak bisnis transnasional sangat luas, dan
beraneka macam sesuai dengan objek dan fujuannya masing-masing. Dalam
kontrak bisnis transhasional selalu terdapat unsur-unsur asing (foreign
clement) dipertautkan dengan hukum negara kita, serta memuat klausula
pilhan hukum (choice of law dan choice of forum). Choice of iaw menuhjuk
suatu sistem hukum tertentu sebagal hukum yang mengatur korlatrakj itu,
sedangkan choice of forum berupa pemilihan / penunjukan lembaga
peradilan mana atau lembaga arbitrase mana yang dipiiih para pihak ﬁntuk
menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak itu. -

Pada abad 17-18 “Lex Mercatoria” mulai diresepsi kedalam berbagai
hukum nasional dari negara-negara di du_nia. Sumber hukum Lex Mercatoria
adalah : Public international Law, Uniform Laws, The Generai Principie of
Law, ﬁe Rules of International Organizations, Custom and Uséges,
Standard Form Contracts, dan Reporting of Arbitrase Award.

Sebahagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa
yéng timbul diantara mereka melalui arbitrase. Indonesia telah mengatur
penyelesaian sengketa bisnis melalui forum arbitrase dengan Undang-
undang No. 30 Tahun 1999, Mengenal Landasan Hukum Arbitrage_ _Asing,
pemerintah Indonesia telah melakukan pengakuan atas berbagai konvensi
internasional dibidang arbitrase yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1968 (LN
Tahun 1968 No. 32) tentang Pengesahan Konvensi Penyeleéaian

Perselisihan Antamegara dan warga Negara Asing mengenai Penanaman




Modal; Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York
1958; dan penandatanganan Resolusi Sidang Umum PBB No. 31/98 tanggal
15 Desember 1976 tentang UNCITRAL (United Nations Commission on
International Trade Law), serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
1990 tentang tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha akan diatur dalam
perjanjian (kontrak), sehingga prestasi dan kontra prestasi masing-masing
pihak menjadi jelas. Selain itu para pihak dapat mengadakan perjanjian
tambahan (assesor) terhadap kemungkinan timbuinya sengketa (dispute)
dan masing-masing pihak bersepakat uniuk menyelesaikannya melalui forum
arbitrase dengan membuat klausula arbitrase dalam klausula perjanjian bagi
para pihak yang melaksanakén kegiataﬁ bisnis.

Peranan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis adalah sebagai
Pelengkap Perjanjian Pokok dan sebagai Basis Arbitrase yang menjadi dasar
segaia wewenang para arbitrer untuk memutuskan persoalan sengketa yang
berséngkutan. Jika klausula tidak disusun secara cermat dan jeias, maka ~
akan nampak sebagai “honsense clause” atau bersifat mendua (ambiquity).

\ Porumusan klausula arbitrase yang konprehensif akan menghindari
berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase. Klausula arbitrase vang
lengkap mencakup (1) Komitmen para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
(2) Ruang lingkup arbitrase; (3) Bentuk arbitrase yang dipi!ih;‘ (4) Aturan
prosedural yang berlaku; (5) Tempat dan bahasa yang digunakan, (6) Pilihan
hukum substantif yang beraku; dan (7) Klausula-klausula stabilitasi dan

kekebalan (immunitas).




(ABSTRACT)

The scope of transnational business contracts is very wide and having
various types in accordance with the purposes and objectives of each contracl:t.
Transnational business contract always contfain foreign elements when related to
the law of our country, and incorporated therein is the choice of law and choice of”

forum. Choice_ of law refers to a certain legal system which serves as the law to

| regulate the contract, whereas the choice of forum is a selection / appointment of

legal institution or arbitration body which shall be chosen by the parties in the
settlement of dispute arising out of the contract.

In 17" — 18M centuries "Lex Mercatoria” began to be introduced into the
national laws of the countries of the world. The legal sources of Lex Mt;.rcatoria
among others are : Public International Law, Uniform Laws, the General Principle
of Law, the Rules of International Organizations, Custom and Usages, Standard
Form Contracts, and Reporting of Arbitration Award.

Most of the business persons prefer to settle their disputes through
arbitration. lhdonesia, under Law No. 30 of 1999, regulates the seftiement of
business dispute through arbitration forum. In regard of the Legal Basis of

Foreign Arbitration, Indonesian government has recognized various International

.conventions in arbitration matters i.e. in Law No. 5 of 1968 (State Gazette 1968

No. 32) concerning Ratification of Convention for Seftlement of Dispute Between
the State and Foreign Citizen regarding the Capital Investment, in Presidential
Decree No. 34 of 1981 concerning the ratification of New York Convention of

1958, as signatory in the Resolution of the General Assembly of the United




Nations No. 31/98 dated December 15, 1976 regarding UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Law), and in the Supreme Court

Regulation No. 1 of 1990 conceming the procedure for executing foreign

arbitration.

The right and obligation of the business persons as parties in an
agreement are thoroughly regulate;l in the business contract, theréfore the
achievement and contra achievemeﬁt of the respective parties shall be apparent.
However, the party may enter into additional agreement (assessor) over the
possibility of dispute and for such purpose the respective parties should be
agreed to ari:;itration forum by incorporating the arbitration clause in the
provisions of the agreement.

The arbitration clause in business contract shall serve as the Supplement
to the Main Agreement and as the Arbitration Basis which can be used as the
ground of all authorities given to the arbitrators in resolving the dispute. If the
clause is not drawn up clearly and thoroughly, it may seems as ‘nonsense
clause” or clause with ambiquity.

Formulating arbitration clause comprehensively will avoid various
obstacles in the implementation of arbitration. A complete arbitration clause
should consist of : (1) Commitment of the parties performing the arbitration; (2)
Scope of the arbitration; (3) Form of the arbitration chosen; (4) Applicable
procedural regulation; (5) Place and official tanguage; (6) Prevailing substantive

choice of law; and (7) Stabilization and immunity clauses.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu ciri dalam bidang bisnis atau perekonomian pada
era globalisasi adalah moving quickly. Dalam era super industrialis
membawa perubahan dan pergeseran yang cepat pada waktu ini
telah mengantar manusia kepada suatu kehidupan “ dunia tanpa
batas “ (borderless won‘d).1 John Naisbitt 2 menggambarkan sebagai
suatu perubahan yang harus dihadapi oleh manusia. Dunia yang
dihnuni manusia telah berubah menjadi Global  Village
(Perkampungan Gobal) dengan sistem perekonomian single
economy. “The Word moving from frade countries to a singke
economy. One economy. One market place”.

Sistem perekonomian single economy membawa bangsa
Indonesia kepada bussines in global viflage, free market, and free
cqmpetiﬁon. Berarti bangsa Indonesia tidak dapat menghindari
ha\dimya pasar bebas dan persaingan bebas dengan segala
bentuknya harus diterima. Untuk memperlancar dan menyehatkan

free trade and free competition, bangsa-bangsa di dunié telah

! Keinichi Ohmae, Borderless World, Harpeh Business Maknisey Company Inc.
USA, 1990; Hal. 12

? John Naisbitl, Megairend 2000, Pan Books Sidgwick & Jackson Ltd. Great
Britain, 1990, Hal. 2
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melahirkan suatu  multinational égreement atau persetujuan
internasional yang bertujuan mewujudkan suatu perekonomian yang
mampu  mendukung  perkembangan bidang perdagangan
internasional yang bebas.

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari
memungkinkan adanya sengketa (dispute / difference) antéra para
pihak yang teribat, yang selalu menginginkan pemecahan q:cl_n
penyelesaian dengan cepat Keterlambatan penyelesaian sengketa
dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi
yang tidak efisien, produktivitas menurun, biaya produksi meningkat.
Dalam hal ini tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan
kemajuan pekerja tetapi juga merugikan pihak konsumen.

Dunia bisnis menuntut suatu cara penyelesaian sengketa
yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau informal procedure and
can be put in motion quickly, artinya penyelesaian sengketa harus
tetap berada pada jalur sistem yang formal dan resmi serta
dibenarkan oleh hukum yang disebut formal and official law

enforcement system.3 Penyelesaian sengketa secara musyawarah

‘untuk mufakat juga diisyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan Pancasila yang merupakan dasar filosof kehidupan masyarakat

indonesia.

3 quynd Margono “ADR dan Arbitrasé” , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Halaman 16




Sumber hukum tertulis yang mengatur fentang penyelesaian
sengketa khususnya arbitrase dapat kita lihat dalam Reglement op
de Bumerljke Rechtsvordering (RV) vang dianggap sebagai
pedoman sebelum ada peraturan baru, karena Peraturan Pe;alihan
Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan ketentuan ini tetap
berlaku setelah kemerdekaan.

Dalam Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun
1970 menyatakan, "Penyelesaian perkara di juar pengadilan, atas
dasar perdamaian atau melalui  wasit (arbitrase), tetap
diperbolehkan®, dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan
bahwa, “Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk
usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian *. |

Untuk mewujudkan ketentuan pada pasal 3 dan pasal 14
Undang-Uhdang Nomor 14 tahun 1970 tersebut, atas prakarsa
Kamar Dagang dan Industi (KADIN} maka pada tahun 1977
didirikan Badan Arbitrase Nasional indonesia (BANI) yang memiliki
peraturan prosedur arbitrase sendiri dan menyediakan suatl; panel
arbitrase.

Dengan semakin berkembangnya hubungan perdagangan
internasional dan dengan berbagai klausula arbitrasenya, saat ini
Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi intemasional yang
berkaitan dengan arbitrase intemasional misainya Konvensi

Washington dengan Undang-Undang Nomor & tahun 1968 tentang




Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan
Antara Negara Dan Warga negara Asing Mengenai Penanaman
Modal dan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan
Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri yang diratifikasi
dengan Keppres Nomor 34 tahun 1981, |

Ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Rv telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-undang
No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Undang-undang No. 30 tahun 1998 dalam bagian
penjelasan alasan hukum (legal reasoning) pencabutan tersebut
antara lain menyatakan, ‘dengan perkembangan dunia usaha dan
perkembangan lalu lintas dibidang perdagangan baik nasional
maupun intemasional serta perkembangan hukum pada umumnya,
maka peraturan yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata
(reglement op de rechisvordering) yang dipakai pedoman arbitrase
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu. disesuaikan®.*

Dengan dasar hukum Undang-undang No. 30 tahun 19388 ini
diharapkan merupakan sarana terwujudnya lembaga arbitrase yang
pada gilrannya membawa manfaat bagi para pelaku bishis secara
terperinci  dapat dikemukakan beberapa keunggulan arbitrase

dibanding dengan lembaga peradifan umum antara [ain adatah:®

* Periksa Penjelasan Undang-undang No. 30 tahun 1995.
* Ihid.




a. Dijamin kerahasiaan sengketa‘ para pihak ;

b. Dapat dihindar kelambatan yang diakibatkan karena hal
prosedural dan administratif ;

¢. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil ;

d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum l_Jntuk
menyelesaikan  masalah  serfa proses dan  tempat
penyelenggaraan arbitrase, dan

e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak
dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun

langsung dapat dilaksanakan.

Rumusan Permasalahan

Kemajuan pesat di bidang perdagangan seperti penanaman
modal (investment), joint venture maupun alih tehnologi (transfer of
technology), memeriukan sarana hukum yang cepat dan tepat
manakala terjadi perselisihan (persengketaan) para pelaku bisnis
mempunyai anggapan bahwa penyelesaian sengketa dibidang ini
kurang dipahami oleh hakim, karena itu fidak diselesaikan melalui
peradilan resmi yang selalu memakan waktu lama, kompleks dan

Berbelit-belit {more complex and time consuming procedures of the




official court system), mereka memilih arbitrase sebagai forum
penyelesaian sengketa.

Dalam setiap pefjanjian, pihak-pihak yang teribat dalam arus
perkembangan bisnis selalu meminta dicantumkan klausula
arbitrase, karena kegunaan dan peranannya sangat menonjol dan
dominan ditinjau dari segi hukum. Pada kenyataannya tidak mudah
merumuskan klausuia arbitrase dalam pefjanjian. Pencantuman
klausula yang tidak komprehensif menimbulkan kendala-kendala
dalam penerapannya, sehingga tidak memenuhi tujuan dan harapén
para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan pemmasalahan
dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan klausula arbitrase dirumuskan
.dalam peranjian bisnis?
2. Bagaimana standard klausula arbitrase yang komprehensit?

3. Apakah pengadilan berperan dalam penegakan arbitrase 7

Kerangka Teorifis dan Kerangka Konsepsional
1. Kerangka Teoritis

,Para pelaku bisnis bebas untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-
syarat pefjanjian, dengan bentuk terfentu atau tidak, dan bebas

memilih Undang-undang mana yang akan dipakai untuk memberikan




peranjian itu. Hukum perjanjian memberikan justifikasi atas prinsip
tersebut sesuai dengan azas kebebasan berkonfrak yang diatur
dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1338 KUH Perdata antara lain menegaskan, “semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
Bagi mereka yang membuatnya’.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata’
tersebut, R. Subekti, menyatakan :°
“bahwa dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal
tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat
bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupé dan
berisi apa saja (atau tentang apa saja), dan perjanjian itu mengikat '
seperti suatu undang-undang”.

Azas kebebasan berkontrak merupakan implementasi siétern
terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian. Menurut sistem ini,
setiap orang boleh mengadakan peranjian baik yang sudah diatur
méupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Kesepakatan (Belanda “toesteming”, Inggrs “agreement”,
atau “asenf’, atau l"consensus") harus mencerminkan kehendak
untuk mengikatkan din (intentiori fo be legally bored).” Ket‘;endak

untuk mengikatkan diri cuma terdapat dalam dunia bisnis karena

$ R. Subekti"Hukum Perjanjian”, cet XV, Intermesa Jakaria, 1998, hal.15
7 Vollmarr, HFA, “Pengantar Studi Hukum Perdaia™ jilid 11, cet-l, Rejawsli Jakarta,
hal 146




dalam dunia bisnis terdapat suatu anggapan bahwa dalam suatu
persetujuan tercakup kehendak untuk mengikatkan diri.

Para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan,
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam
hukum perjanjian prinsip ini lazim disebut azas kekuatan mengikat

Hukum yang dipiih oleh para pihak dalam peranjan
arbitrase harus dihormati dan ditegakkan. Apa yang dipilih oleh para
pihak, waktu mereka mengadakan kontrak dan persetujuan un;cuk
menyelesaian sengketa perselisihan _dengan melalui arbitrase harus
dihormati.?

Klausula arbitrese harus dirumuskan secara jelas, tidak perlu
panjang atau rumit. Klausula yang jelas, lengkap dan terpeﬁnci
merupakan konsep dari Erman Radjagukguk yang disebut dengan
“Klausufa Arbitrase yang Komprehensif'. Dalam .praktek banyak
Kausula arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai

“nonsense clause”®

Klausula yang lebih komprehensif memuat syarat-syarat

.‘ arbitrase, menentukan apakah akan berangsung suatu arbitrase,

* Sudargo Gautama”Hukum Manakah Yang Harus Dipakai Dalam Perkara Arbitrase

Dagang Intemasional’, Majalah Hukum & Pembangunan, No.2 tahun ke-XILMaret 1983,
hal 155.

9 Brman Rejogukguk,"Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan”, Chandra Pratama, 2000,
hal 89




bagaimana dilaksanakannya, hukum subtantif apa yang berlaku, .dan
lain-lain, 1

Klausula arbitrase merupakan kesepakatan datam pifihan-
pithan para pihak dalam memilih jenis-jenis sengketa yang dapat
diselesaikan secara arbitrase, mgtode dalam memilih .arbiter,
prosedur arbitrase, aturan-aturan arbitrase yang harus diikuti, tempat
arbitrase dan hukum subtantif yang berlaku bagi sengketa.

Pengaturan secara komprehensif dalam kiausula-klausuia
arbitrase  merupakan basis bagi arbifrase sekaligus amat
menentukan bagi terwujudya arbitrase. Akhimya, tidak ada satu
klausula arbitrase yang lengkap yang dapat digunakan untuk semua
perselisinan yang akan diselesaikan melaiui arbitrase, selalu “saja
ada hal-hal yang spesifik untuk transaksi-transaksi tertentu sehingga
perlu dirundingkan klausula yang paling tfepatt.11
2. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindarkan perbedaan pengertian tentang istilah-
istilah yang digunakan dalam penulisan ini, berikut definisi
operasional dari istilah-istilah tersebut : :
a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata

diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

" Gary Goodpaster, dkk,” tinjauan lerhadap Arbitrase Dagang secara umum dan
Arbitrase Dagang di Indonesia”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 24
! op.cit, hel. 102
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Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata
maupun hukum publik.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian teriulis yang
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul

sengketa.

Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

Pemohon adatah pihak yang mengajukan permohonan
.penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Termohon adalah pihak lawan dari  pemohon dalam
penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pinak
yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh IPengadiian Negern
atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan
mengenai sengketa ‘tertentu yang diserahkan penyelesaiannya
melalui arbitrase.

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak
yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai
sengketa fertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum

tertentu dalam hal belum timbul sengketa.




1

i.  Putusan arbitrase intemasional adalah putusan yang dijatuhkan
oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar
witayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga
arbitrase atau arbiter percrangan yang menurut Kketentutan
hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan
arbitrase intemasional.

j.  Altematif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian.
a. Menemukan kelemahan dan kekuatan Kklausula-klausula
arbitrase dalam suatu perjanjian.
b. Mengetahui seberapa besar kegunaan klausuta-klausula
arbitrase dalam perjanjian arbitrase.
¢. Untuk mengetahui sejauh mana kiausula-klausula arbitrase
diterapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan praktek,
khususnya dalam menyelesaikan suatu perjanjian.
2. Kegunaan Penelitian :
a. Untuk menambah informasi' yang lebih konkrit tentang

klausula-klausula arbitrase.
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Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan
mengenai Klausula-klausula arbitrase.
Memberi dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih

lanjut.

Kentribusi Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka penelitian

ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi baik dari segi

teoritis maupun dari segi praktis.

1.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang iimu
hukum, khususnya hukum arbitrase.

Manfaat Praktis

Hasil penefitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pikiran bagi penyusunan peraturan pelaksanaan
yang berkaitan dengan Kklausula-klausula arbitrase di
indonesia. |

Sebagai bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan
dibidang hukum arbitrase.

Bermanfaat bagi perusahaan yang akan membuat kiausula-
klausula arbitrase.

Dapat menciptakan suatu model klausula yang ideal.
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Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data
ini adalah metode yuridis normatif dan pendekatan yurdis empiris
vang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan.
Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang meliputi
penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto. 2

Dalam penelitian normatif ini yang beraku adalah téori-teori
hukum normatif sebagai kerangka konseptualnya. Dalam penulisan
ini digunakan peneliian inventarisasi hukum positif dan penelitian
taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dan
peraturan-peraturan hukum tertulis. Taraf sinkronisasi vertikal yaitu
sinkronisasi suatu peraturan berdasarkan hierarkis peraturan
perundang-undangan, sedangkan sinkronisasi horiéontal yaitu
sinkronisasi  suatu perundang-undangan [ain dalam Kkaitannya
dengan bidang lain yang mungkin mempunyai hubungan-hubungan

timbal balik.

2 Ronny Hanitijo Socitre, “Metodologi penelitian hukum dan yurimeirt’,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12
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Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan
yang ada dapat diterapkan, penelitian akan menganalisa data

sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan analistis
karena secara spesifik peneiian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran sejauh mana klausula-kiausula arbitrase diterapkan dalam
rangka memenuhi kebutuhan praktek, sehingga dari analisa ini dapat
diperoleh kesimpulan mengenai klausula-klausula arbitrase dalam

menyelesaikan suatu perjanjian.

3. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase

Nasional Indonesia, Fakultas Hukum Universitas indoﬁesia, dan
Kantor Pengacara serta Mahkamah Agung.
-
4. Sumber Data

| Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer atau data yang diperoleh langsung dari instansi terkait melalui
peneltian lapangan. Sedangkan data sekunder yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Bahan-bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Peraturan
Perundang-undangan dan Yurisprudensi;

b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu Buku, Laporan penelitian,
Artikel limiah, Jumnal Hukum, Rancangan Undang-Undang dan
Data Statistik.

c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang dijadikan sebagai
pedoman untuk mengkaji bahan primer dan sekunder yang

diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedi.'

5. Tehnik Pengumputan data

Pengumpulan data uniuk penulisan tesis ini dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan mengkaiji sejumiah fiteratur seperti
peraturan perundang-Ltindangan, buku, artikel, majalah, iaporan hasil
penelitian, majalah jumal hukum dan surat kKabar yang berkaitan
dengan hukum arbitrase.
Disamping itu pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan
wawancara yang diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang
pelaksanaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian.

Analisa data ditakukan dengan menggunakan pendékatan
kualitatif vaitu semua data yang dikumpulkan kemudian dikompilasi

dengan data yang diperoteh di lapangan untuk dianalisa, diolah dan

3 Soejono Soekanto dan St Manuji” Penclitian Hulum Normati, susu
finjenan singkat, cet.11L, Rejawali, Jakarta, 1990, hal 14-15
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disusun agar data tersebut secara jelas menggambarkan tentang

pelaksanaan klausula arbitrase yang komprehensif.

Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri
dari 4 (empat) bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap t;SIS
ini, disusun suatu sistematika sebagai berikut :

Bab | merupakan pendahuiuan yang menguraikan Vlatar
belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori dan kerangka
konseptual, tujuan dan kegunaan peneliian, kontribusi  penelitian,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab || tentang tinjauan pustaka kontrak bisnis dengan pilihan
forum arbitrase terdin dari tiga sub bab, Sub bab pertamai mengenai
bisnis dan hubungan para pihak dalam kontrak bisnis, sub bab kedua
menguraikan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengkéfa dan
sub bab ketiga membahas kewenangan aboslut arbitrase dan
putusan pengaditan mengenai kKewenangan arbitraée, sub bab
keempat mengemukakan tahapan-tahapan dalam proses arbitrase.

Bab |l membahas hasi-hasil peneltian dan pembahasan
yaﬁg diuraikan dalam tiga sub bab. Sub bab pertama tentang
pelaksanaan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnis, sub bab

kedua menguraikan standar klausula-kiausula arbitrase yang
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komprehensif dan sub bab ketiga tentang peranan pengadilan dalam

penegakan arbitrase.

Bab IV penutup yang terdii dari dua sub bab. Sub bab

pertama kesimpulah dan sub bab kedua teniang saran-saran.




“tresiko” tertentu untuk mempromosikan usaha tertentu dengan motif

BAB I

TINJAUAN PUSTAKA KONTRAK BISNIS DENGAN
PILIHAN FORUM ARBITRASE

Bisnis dan Hubungan Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis
1. Pengertian Bisnis

Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris “businesS", yang
berarti “usaha dagang’, "urusan” dan lain-lain, sehingga bisnis itu
secara umum berari “suatu  kegiatan dagang, industi atau
keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan
pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang
bertalian dengan kegiatan ini. Oleh karena itu suatu perusahaan
adalah "salah satu cabang kegiatan, atau suatu pengangkutan atau
urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis itu”."

Dalam kamus yang lain suatu “bisnis’ diartikan sebagai
perusahaan Kkomersil, profesi atau perdagangan yang di_plin'kan
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Suatu_l bisnis
diciptakan oleh para “enterpreneur” yang menempatkan uang dalam

untuk mendapatkan keuntungan yang besar. *°

4 Abdurrachman A Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan”, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1991, hal.50.

* Eriedman. Jack P Dictionary of Business Term”, New York, Barron’s, Lousiana Staie
University, 1987, hal 66. :
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Bisnis pada saat ini merupakan istilah yang sangat populer
dan seringkali dipakai, bukan saja dalam hubungan yang bersifat
nasional, tefapi juga transnasional. Kegiatan bisnis dikelompokan
dua kelompok, kelompok intern-nasional atau domestika dan
kelompok yang bersifat intra-nasional atau transnasional yang
melewati batas-batas negara. |
2. Ruang Lingkup Kontrak Bisnis Transnasional.

Kontrak-kontrak  bisnis  transnasional ruang lingkupnya
sangat luas. Didalamnya tercakup kontrak-kontrak perdagangan
internasional dengan objek berupa benda-benda bergerak maupun
benda-benda tetap, benda-benda berwujud dan tidak berwujud, jasa
dan sebagainya. Juga meliputi kontrak-kontrak penanaman modal
asing yang bidangnya sangat luas.

Dengan luas lingkup bisnis transnasional yang demikian
luas, maka Kontrak-kontraknya pun beraneka macam sesuai déngan
objek dan tujuan masing-masing. Kontrak-kontrak transnasional
dibidang perdagangan misainya, kontrak jual beli biasa, barter,
cgunterpurchase contract, compensation trade contracts, package
deal _contracts dan lain-lain.

1
Sedangkan kontrak-kontrak fransnasional dibidang

penanaman modal asing atau “joint venture contracts' dapat berupa
kontrak-kontrak Foreign Direct Investment, Liecensing Contracts,

Franchising Contracts, Management Contracts, Marketing Contracts,
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Technical Service Contract, Turnkey and/or Tumkey Plus Contracts,
Intemational sub Contracting, Distribution Contracts,

Setiap kontrak  apapun jenisnya dan siapapun para
pihaknya, akan selalu dibuat berdasarkan dan diatur oleh sistem
hukum tertentu. Dalam kontrak bisnis_, nasional atau domestik diatur
oleh hukum nasional. Berbeda dengan kontrak bisnis internasional,
dalam kontrak bisnis transnasional selalu terdapat unsur-unsur asing
(foreign element) dipertautkan dengan hukum negara kita. !

Ada beberapa kemungkinan menyangkut hukum yang
berlaku terhadap kontrak. Hukum yang beraku terhadap kontrak
dapat berupa hukum nasional para pihak, dar salah satu pihak,
hukum nasional tempat kontrak dibuat (lex foci contractus), dari
tempat kontrak dilaksanakan (fex foci sofution) atau mungkin hukum
internasional.

Pada umumnya penyusunan kontrak fransnasional disusun
secara cemat atau oleh ahli hukum. Para "lawyer’ masing-masing
pihak sebelumnya telah mempelajari kondisi-kondisi pra kontrak
guna menyusun kontrak yang baik. Lawyer masing-masing pihak
Qa;‘ng mempunyai keahlian khusus dan terdidik akan berperan dalam

mengakomodasikan kepentingan para pihak.

' Elly Eraway.AF,”Perkembangan lex mercatoria dan penerapannya dalam
kontrak bisnis iransnasional® ddlom kumpulan tulisan ftmigh hukum, Citra Aditya Bakdi,
1993, hal.280-281.

7 Sudargo Cautama, “Hulum Amtar Tata Hukum {fumpulen karangan)”,
Alumni Bandung, 1977, hal.15 :
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Umumnya sefiap kontrak bisnis transnasional memuat
klausula pilihan hukum {choice of law) dan choice of forum. Choice of
faw menunjuk suatu sistem hukum tertentu sebagai hukum yang
mengatur kontrak itu, sedangkan choice of forum berupa pemifihan
atau penunjukkan lembaga pengadilan mana atau lembaga arbitrase
mana yang dipiih para pihak untuk menyelesaikan sengketfa 'yang
mungkin timbul dari kontrak itu.
Pencantuman dua pilihan tersebut membawa konsekwensi
tidak adanya kesulitan baik secara teoritis atau praktis bila
dikemudian hari benar-benar terjadi sengketa dalam penafsiran atau

pelaksanaan isi kontrak itu. Sengketa yang timbul akan diselesaikan

berdasarkan hukum yang secara tegas telah dipilih oleh para pihak.

3. Penerapan “Lex Mercatorla” dalam Kontrak Bisnis
Transnasional T
Dalam bisnis transnasional terdapat suatu tata hukum yang
mandiri (autonomous) terlepas dari sistem hukum nasional manapun.
Jika ditinjau dari perkembangannya, tata hukum yang mandin itu
tumbuh dan berkembang pada awal abad pertengahan di belahan

bumni Eropa. Menurut Clive Schmitthoff'® seorang ahli Hukum Bisnis

Internasional dari Inggris, “dalam dunia perdagangan internasional

# schmitthoff. M. Clive*The Unification of the law of international trade”,
dalam “Perkembangan Lex mercatoria dan penerapannya dalam kontrak bisnis
transnasional” Citra Aditya Bekti, Bandung, 1993, hal 272,
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berlaku apa yang kemudian dikenal dengan istiah "merchar;t law’.
Berupa seperangkat kebiasaan intemasional, yang hidup dan
berkembang ditengah-tengah komunitas kaum pedagang yang selalu
mengadakan transaksi dagang diselurun belahan dunia”. |

Berbagal pranata bisnis in_ternasional yang sampei sekarang
masih berlaku dan menjadi tulang punggung bisnis internasional,
misalnya berbagai dokumen perdagangan seperti "bill of exchange’,
“bilf of fading’, “charterparty" dan "Corporation”.

Perkembangan berikuinya adalah pada abad 17-18 pada
periode ini "Lex Mercatona” mulai diresepsi oleh dan kedalam
berbagai hukum nasional dar negara-negara di dunia, misalnya
Prancis, Inggrs, Belanda dan Jemman'®. Pada periode ini juga lahir
pranata baru hukum perdagangan internasional, seperti persyaratan
pengangkutan dengan iausula f.0.D dan c.if serta metode
pembayaran dengan menggunakan “Jetter of credit’ (L/C). |

Dalam jual beli atas dasar f.o.b (free on board), maka pihak
penjual hanya bertanggung jawab ternadap barang yang dijual itu
sampai barang itu tiba diatas kapal di pelabuhan pemuatan, setelah
barang d-imuat diatas kapal yang telah ditentukan, maka pertanggung
jawaban terhadap barang tersebut sudah beralih kepada pihak
pembeli. Sedangkan dengan jual beli atas dasar c.i.f {cast insurance

and frieght), pihak penjual bertanggung jawab sampai barang itu tiba

* Thid




23

ditempat pthak pembeli. Soal pengapalan dan penutupan asuransi
seluruhnya menjadi tanggung jawab penjual, karena itu dalam harga
barang yang dijual itu dimasukan pula ongkos kimnya dan premi
asuransi.

Perkembangan tahap ketiga dar hukum perdagangan
internasional ditandai dengan muncuinya semangat untuk membuat
unifikasi hukum perdagangan internasional pada tingkat internasional
global. Banyak contoh lex mercatoria yang telah disusun secara
sisternatis oleh lembaga intemasional, misalnya berbagai konvensi
internasional mengenai topik-topik bisnis tertentu, “uniform faws’ dan
mode! law yang disusun antara lain oleh UNCITRAL (United Nations
Commission on Intemational Trade Law). Dewasa ini telah banyak
pengadilan nasional dan lembaga-lembaga arbitrase menerapkan lex
mercatoria sebagai “the proper law’ bagi kontrak-kontrak komersial

internasional.

4, Sumber Hukum Lex Mercatoria
Sumber hukum Lex Mercatoria menurut O. Lando™ adalah :,
(1). Public Intemational Law
Kaidah-kaidah  hukum  internasional  pubiik banyak

dibertlakukan pada Kkontrak-kontrak —Dbisnis internasional

By ando The law Aplicable to the Merits of the Dispute” dalam Elly Erawaty AF, dikk
(ed), “perkembangan lex mercatoria dan penerapannya”, ibid, hal. 274-276.




(2).

(3).

(4).

(5.

(6).
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dimana salah satu pthaknya adalah pemerintah suatu negara
sedangkan pihak lain adalah swasta asing.

Uniform Laws

Contoh dari uniform law adalah convention of contracts for
the intemational safe of goods of 1980.

The General Principle of Law |

The General Principie of ilaw sebagai sumber hukum
internasional seperti prinsip pacta sunt servanda.

The Rulfes of Intemational Organizations

Terdiri dari berbagai produk naskah hukum yang dihasilkan
oleh berbagai institusi pernbentuk lex mercatoria, misalnya :
ICC, UNCITRAL, UNIDROIT dan lain-lain.

Customs and Usages

Custom sebagai internasional rules yang tidak teriulis selalu
dalam keadaan berkembang, sesuai dengan derap
perkembangan hubungan antara warga negara. Usage
dianggap sebagai hukum, karena usage selalu diiindahkan
dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum dan
dianggap sebagai customary rules.

Standart Form Contracts

Teiah banyak kontrak standar atau kontrak baku yang
disusun oleh beberapa lembaga intemasional yang bergerak

dibidang ekonomi yang berlaku secara intemasional,
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misalnya General Cond'rtions.for the Supply of Plan and
Machinery for Export yang dibuat oleh The Economic
Commission for Europe tahun 1953 dan beberapa stahdar
kontrak yang dibuat oleh Bank Dunia.

(7). Reporting of Arbitrase Award.

Sesungguhnya putusan-putusan lembaga arbitrase nasional

maupun internasional apabila disusun secara sistematis_

dapat dijadikan sumber bagi lex mercatoria.

Dari sumber-sumber hukum lex mercatoria, make; lex
mercatoria dapat d-ideﬁnisikan sebagai : a set of general
principles and customary rules spontaneously to or efaborated in
the frame work of intermational trade, without reference to a

particular national system of law' *'

B. Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis
1. Sengketa Bisnis
" Berkembangnya usaha pemiagaan di Indonesia baik yang
persifat nasional maupun transnasional membawa dampak positif
bagi pembangunan ekonomi. Oleh karenanya diperlukan ikiim bisnis
yang kondusif dalam rangka mengembangkan dunia usaha, dan
bilamana terjadi sengketa harus diselesaikan dengan tepat, cepat,

murah dan sebaik-baiknya.

2 Goldman, Berthodd, dalam Elly Erawaty (ed), ibid, hael. 270

e oy
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Dalam pengertian sehari-har  kata "sengketé" beizirti
keadaan dimana pihak-pihak vyang melakukan upaya-upaya
perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak iain untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau
tidak berlaku demikian,?

Dunia bisnis umumnya telah menyadari terhadap
kemungkinan terjadinya sengketa. Mereka telah memprediksi hal
tersebut dan mencantumkannya dalam perjanjian. Prakiek
menunjukkan dalam bisnis modem, para pihak telah memumuskan
pengertian “sengketa”, juga pengertian “default” dan “delay”.

Setiap sengketa selalu menuntut pemecahan dan
penyelesaian. Masyarakat telah memiliki berbagai cara untukl
menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa yang telah lazim
adalah melalui jalur formal ya.itu pengadilan dan penyelesaian diluar
pengadilan yang telah dibentuk oleh negara.

Penggunaan jalur formal and official ini berupa cara litigasi
dan non-itigasi. Jalur formal and offficial ini diarahkan untuk
menghindari  cara-cara  pemaksaan  sekunder (:seoondary
enforcement system) yang diidentifikasi sebagai penegakan hukum

yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan maupun

Z Fomar Kenta atmadin. “Beberapa prasangka dalam penerapan AdR di
Indonesia” ddlam Hendrammin Djamb, dkk (ed),” Prospek dan pelaksanaan Arbitrase di

Indonesid” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.37
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sekelompok masyarakat berpa tindakan main hakim sendin
(eigenrechting) yang dibarengi persuasif kekerasan fisik. 2

Penyelesaian sengketa  bisnis melalui forum arbitrase
dewasa ini  menunjukkan perkembangannya, danl untuk
mengantisipasi hal tersebut Indonesia telah mengatumya melaiui
Undang-undang No. 30 Tahun 1899 tentang Arbitrase dan Altematif
Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase  sebagai lembaga hukum alternatif bagi
penyelesaian sengketa di luar pengadillan telah mempunyai dasar
hukum yang pasti, dengan demikian penyelesaian sengketa melalui
lembaga arbitrase diharapkan lebih efekiif dalam menangani

sengketa terutama menyangkut bisnis transnasional.

2. Pllihan Forum Arbitrase Dalam Kontrak Blsnis

Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelésaikan
sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase dari pada
pengadilan karena beberapa alasan. Erman Radjagf:kguk24
mengemukakan ada enam alasan, yaitu :
a. Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa

. | -
melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem

hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.

BN Yahya Harshap,” Penyelesaian Sengketa Dagang melalsi Arbitrase”
Mazjalah Varia Peradilan No.88, Januari 1993, hal. 126.
* Erman Radjegukguk “Arbitrase dalam putusan pengadilar” op.cit hal.1-3,
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Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan
hakim-hakim negara' berkembang tidak menguasai senéketa—
sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga
dan keuangan internasional yang rumit. |

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian
sengketa melalui pengadilan akan memakan wakiu yang lama
dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang
dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.
Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan
sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa
pengaditan akan bersifat subjeklif kepada mereka.

Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari
siapa yang salah dan siapa-yang benar, dan hasilnya akan
merenggéngkan hubungan dagang diantara  mereka.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat
melahirkan putusan yang kompromis, yang dapat diterima oleh
kedua belah pihak yang bersengketa. o
Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup
sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang
timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai

oleh para pengusaha.
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Senada dengan hal iy, Normin 8. Pakpahan®

mengemukakan pertimbangan—pertimbangan para pihak didaiarmn

kontrak memilih penyeleéaian sengketa secara arbitrase adalah :

a.

Pertama, arbitrase memberikan kebebasan yang besar kepada
para pihak. Disamping itu, apabila terdapat perbedaan sistem
hukum yang menguasal para pihak, arbitrase merupakan suatu
piihan yang tepat, karena dengan memilih arbitrase mereka
dapat terhindar dari adanya konflik hukum.

Kedua, prosedur dan proses pengambilan putusan arbitrase
lebih pendek dan cepat disertai biaya yang relatif lebin murah
dibandingkan dengan litigasi melaiul pengadilan, oleh karena
tidak terikat hukum acara dan bersifat konfidensial sehingga
kerahasiaan putusan dapat dijamin.

Ketiga, putusan arbitrase lebih cepat untuk dieksekusi.

Dalam pada itu Undang-undang No. 30 Tahun 199¢

menyatakan lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan

lembaga peradilan, antara lain :%

a.

dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;

b. dapat dihindar kelambatan yang diakibatkan karena hal

prosedural dan administratif ;

¥ Normin S. Pakpahan, kata pengantar dalam Felix O, Soebagyo (ed),”Arbitrase

di Indonesia”, Ghalia Indonesia, jakarta, 1995, hal VI

% periksa Penjelsaan Umum Undang-undang No. 30 Tahun 1999.
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C. pam@ pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman sena latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil ;

d. para pihak dapat menentukan pilihan  hukum  untuk
menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelesaian
arbitrase, dan

€. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak
dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja,
ataupun langsung dapat dilaksanakan, |

Lebih jauh Gary Goodpaster, Felix D. Soebagjo dan Fatmah

Jatim®  secara rinci menguraikan alasan para pihak memilih

penyelesaian secara privat dan tidak memilin / menggunakan

pemeriksaan / penyelesaian melalui badan peradilan umum, antafa -
lain sebagai berikut :

a. Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha,
pedagang, dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan
otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, secara relatif
memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan
ketidak pastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda,

Juga terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah

* Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim,” Tinjanan terhadap
Arbitrase Dagang secara umum dan Arbitrase Dagang di Indonesic® delam Felix O,

Sobegjo (ed), “arbitrase di Indonesia”, op.cit, hal. 1922




31

yang melindungi kepentingan (pinak) lokal dari mereka yang terlibat
dalam suatu sengketa. Apabila para pihak yang menyerahkan
perkaranya kepada arbitrase berasall dari yurisdiksi hukum yang
berbeda, misainya dari negaré berbeda, atau negara bagian berbeda
dalam sistem federal, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat
memahami atau mempercayai sistemn hukum maupun hakim dari
pihak yang fain. Daripada saling mempertentangkan sistem dan
yurisdiksi hukum mana yang akan memutuskan, para pihak memilih
untuk lebih  baik menyelesaikan sengketa mereka dengan .
menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka
anggap adil dan netral.

b. Keahlian {expertise)

Para pihak seringkall memilih arbitrase karena mereka
memiliki kepercayaan Yyang lebih besar pada keahlian arbiter
mengenai persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika
mereka menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak pengadian
yang telah ditentukan. Mereka dapat mengangkat / menunjuk
seorang arbiter atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian
dalam bidang industri mereka dan dalam pokok persoalan yang
dipersengketakan. Hal mana tidak dapat dijamin pada sistem badan

peradilan umum.
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c. Cepatdan Hemat Biaya

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase
seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah daripada
proses ltigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat karena >para pihak
tidak harus menunggu dalam antrean proses litigasi pengadilan dan
perkara-perkara mereka tidak mengenal pemeriksaan pendahuiuan
(preafrial) yang ekstensif, sebagaimana dilakukan terhadap perkara-
perkara mefalui pengadilan. Sementara penyelesaian sengketa
berlangsung, para pihak dapat tetap terus melakukan bisnis mereka
tanpa perlu merasakan kekecewaan dan ketidak puasan yang dapat
terjadi dalam suatu proses pengadilan. Faktor-faktor serupa ini
membantu mengurangi biaya-biaya pemeriksaan. Dengan demikian
arbitrase juga seringkali lebih murah daripada litigasi, sebab tidak
ada kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase, setidak-
tidaknya dalam beberapa perundang-undangan arbitrase modern.
d. Bersifat Rahasia

Karena berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat
dan bukan bersifat umum, arbitrase juga lebih bersifat privat dan
tgrtutup dibandingkan litigasi di hadapan badan peradilan umum.
Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang
tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi
bisnis umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari

publisitas yang merugikan dan akibat-akibatnya, seperti kehilangan
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reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, masalah-
masalah kredit, dan lain-lain yang dalam proses ajudikasi publik
dapat mengakibatkan pemeriksan sengketa secara terbuka,
e. Bersifat Nonpreseden

Dalam sistem hukum yang prinsip presedennya mempunyai
pengaruh penting dalam pengambilan keputusan, menyebabkan
keputusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat
preseden. Para pihak khawatir akan menciptakan presed'en yang
merugikanl, yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingannya di
masa mendatang. Karena itlj, untuk perkara yang serupa mungkin
saja dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda sebab arbifrase
tidak akan memberikan preseden.
f. Kepekaan Arbiter

Ciri penting lainnya dari arbitrase yang membedakannya
dengan pemerikrsaan melalui pengadilan adalah kepekaan/kearifan
(sensibilitas) dar arbiter dan perangkat aturan yang akan diterapkan
oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya. Kendatipun
para hakim dan arbiter menerapkan ketentuan hukum, untuk
membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa yang
dihadapinya, maka dalam hai-hal yang relevan, arbiter akan
%embeﬁkan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan
praktek-praktek dagang para pihak. Sebaliknya pengadilan sebagai

lembaga penyelesaian sengketa bersifat  publik, seringkali




34

memanfaatkan sengketa ptivat sebagai tempat untuk menonjolkan
nilzi-nilai  masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa
privat yang ditanganinya, perimbangan hakim seringkali
mengutamakan kepentingan umum; kepentingan privat/pribadi
merupakan  pertimbangan kedua. - Arbiter pada umumnya
menerapkan pola nilai-nilai ini secara sebaliknya. Bagi para pihak
yang bersengketa, hal ini berarti bahwa dibandingkan dengan hakim,
arbiter lebih mungkin mempertimbangkan sengketa sebagai bersifat
privat daripada bersifat publikumum.
g. Pelaksanaan Keputusan

Akhimya, bergantung pada beraturan arbitrase yang berlaku
dalam yurisdiksi di mana para pihak meminta untuk melaksanakan
keputusan arbitrase, keputusan arbitrase mungkin akan lebih mudah
dilaksanakan daripada keputusan pengadilan. Hal ini dikarenakan
putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat
diajukan banding, kecuali atas dasar yang sangat khusus. Hal ini ada
benamya sebagai contoh, bilamana hukum yang beriaku dalam
yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan keputusan
melalui pengadilan, tetapi tidak mengizinkan pengadilan meninjau

kembali pokok persoatan/materi {merits) dari keputusan tersebut. Hal

H
ini juga benar berkenaan dengan banyak keputusan bersifat

internasional yang seringkali lebih siap dilaksanakan daripada
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keputusan pengadilan asing, akibat adanya pefjanjian-pefjanjian
intemasional (intermational treaties). | L
h. Kecenderungan yang Modern

Dalam dunia perdagangan intemasional, kecenderungan
yang terlihat adalah liberalisasi peraturan/undang-undang art;itrase
untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian
sengketa dagang melalui badan peradilan umum. Pada umﬁmnya,
undang-undang ini dirancang  untuk memberikan  otonomi,
kebebasan dan fleksbilatas secara maksimal dalam menyelesaikan
sengketa. Hal ini dilakukan denganj memberikan Kewenangan
kepada para pihak untuk menunjuk hukum atau prinsip-prinsip yang
adil yang dapat diterapkan terhadap sengketa yang terjadi antara
mereka dan juga memberikan Kewenangan kepada mereka untuk
memilin para arbiter, sekaligus aturan-aturan prosedural yang dapat
diterapkan dalam arbitrase. Hal ini berarti bahwa para pihak tidak
perlu menerapkan hukum setempat/domestik terhadap sengketa,
tidak memerukan bantuan hakim pengadilan, dan tidak periu
mematuni ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses acara
berperkara di pengadilan.

Dalam sistem arbitrase yang efekiif, arbitrase berjalan
hampir seluruhnya diluar  sistem pengadﬂan. Undang-undang

arbitrase modern  menunjang  pelaksanaar arbitrase  dengan

mengesampingkan pehgawasan dan peninjauan oleh badan
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peradilan umum terhadap keputusan arbitrase, kecuali datam hal-hal
tertentu.

Pada dasamya, undang-undang arbitrase modem
bermaksud untuk membuat penetapan-penetapan arbitrase, proses
persidangan dan kepufusan arbirase agar mudah untuk
dilaksanakan, serta sulif untuk ditentang / dibantah dan ditinjau
kembali. Pengakuan secara hukum oleh pengadilan memberikan
kepada arbitrase ketegasan yang dikehendaki dan ménciptakan
bentuk-bentuk arbitrase lainnya yang diterima oleh para penanam
rmodal, pedagang dan pengusaha dalam penyelesaian sengketa.

Kelehihan-kelebinan lembaga arbitrase dibanding lembaga
peradilan sebagaimana tersebut diatas pada kenyataannya tidak
semuanya benar. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyadari
fenomena tersebut, antara lain menegaskan, bahwa “pada
kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidak semuanya benar,
sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat
daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase
ferhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaan karena keputusannya
tidak dipublikasikan”.?®

Sekalipun  kelebihan arbitrase dibanding peradilan masih
dipermasalahkan terutama oleh negara-negara berkembang, tetapi

penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati dari

% Pericsa penjelnzan umum Undang-undeng No. 30 Tshun 1999,
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pada litigasl, terutama untuk- kontrak bisnis yang bersifat
internasional. |

Dalam kontrak Dbisnis transnasional, manakalé ternadi
sengketa para pihak memerukan kebebasan pilihan, otonomi,
kerahasiaan dan hal itu dapat mereka peroleh melaiui arbitrase.

Kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka
oleh lembaga arbitrase, sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti
peranjian {kontrak) bisnis. Klausula arbitrase tersebut dapat memuat
kehendak para pihak dalam memilih wasit (arbiter) yang mereka
inginkan, memilih hukum yang akan diterapkan dalam sengketa
tersebut, K!ausﬁla yang diakui oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI)
dan sifatnya standar sebagai berikut 2 »31l dispute arising from this
contract shall be finally settled under the rules of arbitration of the
BAN! by arbitor appointment in accordance with the said rules”.
Atau rumusan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut : %
'sernua sengketa yang timbul dar perjanjian ini akan diselesaikan
dalam fingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur
BAN! oleh arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebut”.

Contoh lain, dalam Cooperation Agreement antara

perusahaan asing (JAS) dengan perseroan terbatas di Indonesia

® R Subekti”Arbitrase Perdagangan™, Rina Cipta, Bandung, 1984, hal. 10.
30y
Ibid
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(FT. PSJ) yang bergerak atau menyangkut kegiatan usaha dibidang

cat,3! merumuskan klausula arbitrase sebagai berikut : |

(a). All disputes, controversies or differences which may arise
between the parties with respect to this agreement, includinng
dead lock in meetings of the -management committee, or the
executive committee and/or the parties themselves, shall fo the
extent possible be setlled amicably through mutual
consultation.

(b). Should any such dispute, controversy or difference between
(other than any such dead lock) remain unresolved after mutual
consultation, the matter shall be resolved by arbitration final and
binding on the parties here to at such arbitration venue as thé_- -

parties shall agree (failing agreement, in Jakarta) in accordance

with the rules of the International Chamber of Commerce.

3. Lembaga dan Pranata Arbitrase di Indonesia

Arbitrase telah lama dikenal di Indonesia namun tidak
sepopuler lembaga peradilan. Berkembangnya dunia usaha terutama
yang bersifat antar negara telah menyadarkan kebutuhanipranata
arbitrase sebagai dasar hukum Kkeberadaannya. Menyadar hal

tersebut pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1989 teiah

3% Cooperation Agreement antara JAS den PT, PSJ, tertanggal 24 Mei 1988,
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mengundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Altematil Penyelesaian Sengketa.

Selama ini dasar pemerksaan arbitrase di Indonesia adalah
pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata
(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 No.52) dan
pasal 377 Reglemen indonesia yang diperbaharui (Het Herziene
Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 No.44) dan pasal 705
Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechtsreglement  Buitengewesten, Staatsblad 1927 No.227).
Denéan diundangk_annya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1998,
maka ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pasal 81
dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa peraturan yang
menjadi landasan hukum arbitrase, baik sebelum maupun setelah
diundangkannya Undang-undang  Arbitrase  dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

a. Pasal Il Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 19456

Pasal || Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan ‘bahwa
semua peraturan masih langsung berfaku, selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada jaman kolonigl
Belanda, di Indonesia berlaku dua kodifikasi Hukum Acara Perdata,
yang pertama adalah Burgerlijke Reglement op de Rechtsvordering
(Rv) dimuat dalam Staatsblad tahun 1847 No.52 juncte Staatsblad

tahun 1849 No.63 yang berlaku untuk bangsa Eropa dan bangsa
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lainnya. Adapun kedua adalah Het Herziene Indonesisch Reglement
(HIR) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura seria
Rechtsreglement Buitengewesten (disingkat Rbg) untuk daerah di
juar Jawa dan Madura, keduanya Hukum Acara Perdata yang
berlaku bagi penduduk Indonesia pribumi.

Adanya sistem hukum yang dualistis tersebut kemudian
dihapuskan bersamaan dengan hapusnya pengadilan “Eropa”.
Akibat dihapuskannya sistem hukum tersebut dengan sendirinya Rv
menjadi tidak berlaku, sedangkan yang ‘bertaku hanya HIR. Karena
banyak ketentuan-ketentuan yang diatur Rv tetapi tidak diatur dalam
HIR, seperti untuk kasus-kasus penggabungan, rekes sipil dana
arbitrase, sampai saat ini ketentuan Rv umumnya masih banyak
dipakai dalam praktek pengadilan. Dengan demikian, karena
pengganti HIR sampai saat ini belum ada, berdasarkan Pasal Il
Aturan Peralinan UUD 1945 HIR masih tetap beraku sebagal Hukum

Acara Perdata.

b. Pasal 377 Herziene Indonesisch Reglement (HiR)

Pasal 377 HIR (atau Pasal 705 RBg) berbunyi :
"Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing "menghendaki
perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbiter, maka
mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi
bangsa Eropa.”

Jadi, Pasal 377 HIR tersebut memberi kemungkinan dan

kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan
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menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan
“‘Pengadilan" apabila mereka menghendakinya. Penyelesatan dan
keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru
pisah yang lazim dikenal dengan haina “arbitrase” dan oleh undang-
undang arbitrase tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk
“memutus’ persengketaan. Namun,' menurut Yahya harahap”,
karena HIR atau RBg tidak memuén‘ aturan lebih lanjut, untuk mengist
kekosongan aturan arbitrase, pasal 377 HIR atau 705 RBg langsung
menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase vyang terdapat dalam
Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv) 8.1847 —~ 52 jo 5.1849 — 63.
Hal ini jelas dapat dibaca dari kalimat “wajib menuruti peraturan
pengadilan yang berleku bagi bangsa Eropa’. Adapun hukum acara
yang berlaku bagi golongan Eropa (dan Timur Asing) tersebut adalah
Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv).

Dalam Buku ketiga Reglement Acara Perdata tentang Aneka
Acara, pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit
(arbitrase) mulai dari pasal 615 sampai dengan 651. Pasal-pasal
inilah yang wajib diikuti dan diterapkan sebagai landasan hukum
untuk arbitrase baik bagi golongan penduduk bumi putera, Eropa dan
Timur Asing. Oleh karena itu, Yahya Harahap menyebut pasal 615
sampai dengan 651 Rv tersebut sebagai landasan hukum

arbitrase.®

% M. Yahya Harehep “ Arbitrase ditinjau dari Rv, RBANJ, ICSID, Konvensi New York 1958, Perma
No.] tahun 1990 Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hal 21.
3 Ibid, heal. 22
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¢. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

Berdasarkan Undang-undanng Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dianut
pr‘msip bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya dilakukan
oleh pengadilan dalam lingkungan Peraditlan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Milter dan Perédilan Tata Usaha Negara.
Disamping itu, terdapat Mahkamah Agung sebagai peradilan
tertinggi. Demikian ditegaskan oleh pasai 10 Undang-undang
tersebut, Ini berarti bahwa di luar badan-badan tersebut tidak
diperkenankan adanya badan kekuasaan Yyang bertindak
menjalankan dan menyelenggarakan peradilan. Akan tetapi,
terhadap prinsip umum tersebut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 telah memberi hak hidup terhadap
arbitrase. Hal itu nampak dalam penjelasan pasal diatas yang
menegaskan bahwa “penyelesaian perkara di luar pengadilan atas
dasar perdamaian atau melalui  wasit (arbitrase) itetap
diperbolehkan”. Dengan penjelasan tersebut menunjukkan adanya
1egaiitas dan peran arbitrase dalam tata hukum indonesia.
d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1993

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu
lintas dibidang perdagangan baik nasional maupun internasional

serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang
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terdépat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de
Rechtsvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah
tidak sesuai lagi sehingga periu disesuaikan.®

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suafu sengketa diluar
peradilan umum yang didasarkan atas peranjian tertulis dari pihak
yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan arbitrase
hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata
sepakat mereka.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 terdiri dari X| Bab
yang diformulasikan dalam 82 pasal. Beberapa hal yang diatur dalam
Undang-undang ini antara lain : |
a. Kewenangan absolut arbitrase (pasal 3 sampai dengan pasal 5).

b. Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar‘ (pasal 7
sampai dengan pasal 26).

c. Hukum acara yang beriaku dihadapan Majelis Arbitrase (pasal
27 sampai pasal 51)

d. Pendapat dan Putusan Arbitrase (pasal 52 sampai dengan pasal
58). |

e, Pelaksanaan putusan arbitrase, baik arbitrase nasi?nai maupun

%

' arbitrase intemasional {(pasal 59 sampai dengan pasal 69).

* periksa Penjelasan Undang-undang No. 30 Tehus 1995,
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f.  Pembafalan Putusan Abilrase (pasal 70 sampai dengan pasal
72).

Dengan berakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999,
maka pranata hukum dalam Undang-undang ini telah menggantikan
ketentuan yang lama. Sekalipun demikian eksekusi putusan arbitrase
masih diberlakukan ketentuan eksekusi perdata, seperti halnya
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata, sehingga tetap

bersumber pada Hukum Acara Perdata, yaitu HIR maupun Rbg.

4. Landasan Hukum Arbitrase Asin)g
Apabila meneliti peraturan-peraturan yang menjadi rujukan
berlakunya arbitrase sebagaimana penulis kemukakan diatas,
terutama Rv, temyata belum menyinggung arbitrase asing. Hal itu
tentu kurang menguntungkan bagi kepentingan negara Indonesia
dalam melaksanakan hubungan antar negara khususnya dibidang
arbitrase. Untuk  ifu, pemen‘htah Indonesia telah melakukan
pengakuan atas berbagai konvensi intemasional dibidang arbitrase
sehingga menjadi bagian dari sumber hukum arbitrase dalam sistem
tata hukum nasional Indonesia seperti nampak dar berbagai
ketentuan dibawah ini.
a. Undang-undang Nomor § Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.32)
Dengan undang-undang tersebut pemerintah telah

menyetujui - Konvenst  tentang Penyelesaian  Perselisthan
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Antarnegara dan Warga Negara Asing mengenal Penanaman
Modal (Convention on the Settlement of Iinvestment Disputes
Between State and National of Other State). Maksud pemerintah
menyetujui konvensi tersebut, (yang lazim disebut Worid Bank
Convention atau [CSID) bertujuan  untuk mendorong
perkembangan penanaman modal asing di indonesia.

Dengan diakuinya konvensi tersebut oleh pemerintah
indonesia, sedikit banyak akan member keyakinan kepada
pemodal asing bahwa sengketa yang timbul kelak dapat dibawa
ke forum arbitrase. Di lain pihak dengan pengakuan dan
perseiujuan konvensi tersebut, indonesia termasuk sebagai
Contracting State dan /CSID telah masuk menjadi bagian hukum

intern Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981

Melalui Keppres tersebut pemerintah telah menyetujui
Convention of the Recognitfon and Enforcement of Foreign
Arbitral Award yang lazim disebut Konvensi New York 1958.

Seperti diketahui bahwa pada tanggal 10 Juni 1958 telah
ditandatangani Konvensi New York 1958 yang bertujuan
meningkatkan hubungan kerja sama di antara negara-negara
atau masyarakat intemasional terhadap masalah arbitrase.

Dengan konvensi tersebut masyarakat internasional diharapkan
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dan digjak untuk mengakui (recognition) dan  bersedia
melaksanakan (enforcement) seffap putusan arbitrase yang
diambil oleh tribunal arbitrase diluar teritorial suétu negara.
Harapan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa putusan
arbitrase lebih objektif karena hukum yang diterapkan tidak

terikat pada sistem tata hukum dari salah satu negara yang

" betuelisin. Dengan berlakunya Keppres Nomor 34 Tahun 1981

. tersebut Indonesia telah mengikat diri untuk mematuhi kewajiban

hukum dengan mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi
putusan arbitrase asing. Dengan kata lain, berdasarkan Keppres
Nomor 34 Tahun 1981 tersebut Konvensi New York 1958 telah
masuk ke dalam tata hukum nasional Indonesia. Namun
pengakuan dan kewajiban hukum tersebut penerapannya tidak
terlepas dari azas “resiprosifas” yakni azas timbal balik antara

Indonesia dengan negara bersangkutan.

Masuknya UNCITRAL Arbitration Rules

Salah satu sumber hukum arbitrase lain yang sudah
dimasukkan ke dalam sistim tata hukum nasional’ indonesia
adalah UNCITRAL Arbitration Law.
| UNCITRAL (Unitec! Nations Commission on Intemational
Trade Law) dilahirkan sebagai resolusi Sidang Umum PBB

tanggal 15 Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted By The
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General Assembly in 15 Desember 1976). Pemerintah Indonesia
termasuk salah satu negara yang ikut menanda tangani resolusi
dimaksud. Dengan demikian UNCITRAL Arbitration Rules yang
menjadi lampiran resolusi telah menjadi salah satu sumber
hukum internasional di bidang arbitrase.

Resolusi dimaksud bertujuan untuk mengglobalisasikan
serta menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase
dalam menyelesaikan peéengketaan vang terjadi dalam
hubungan perdagangan internasional. Para penandatangan
resolusi saat itu membutuhkan suatu aturan yang seragam
dalam bidang arbitrase antam negara-negara yang lpaling
berbeda sistemn hukum, sosial cﬁan ekonominya untuk mendorong
terwujudnya perkembangan yang harmmonis dalam hubungan
perekonomian intemasional. Untuk itu, PBB telah memprakarsai
terciptanya suatu  aturan arbitrase yang  berwawasan
internasional. Karena aturan arbitrase yang dikeluarkan
berdasarkan resolusi Sidang Umum PBB tersebut merupakan
hasil kerja United Nations Commission on International Trade
Law, dalam penyebutan sehari-hari disebut UNCITRAL

Arbitration Rules. >

¥ M. Yahya Harahap “Arbitrase ditinjau dari Rv, BANI, ICSID, Konvensi New

York 1958, Perma No. 1 Tahun 1990, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hal 69
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d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1980

Diterbitkannya Perma tersebut merupakan jawaban
terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase
asing. Pertimbangan dikeluarkannya Permna tersebut karena
dalam prakteknya permintaan eksekusi putusan arbitrase asing
selaly  kandas di Pengadilan, padahal Indonesia tefah
mensahkan dan bergabung dalam |CSID melalui Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1968 dan mensahkan Konvensi New
York 1958 dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981.

Alasan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi
-tersebut misalnya dapat dijumpai dalam perimbangan putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 2944 K/Pdi/1983, tanggal 29-11-
1984 vang antara fain berbunyi : “meskipun sudah ada
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, putusan arbitrase
asing tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Indonesia kalau
belum ada peraturan pelaksanaannya’. Keharusan adanya
peraturan pelaksanaan tersebut telah sempat memperoieh kritik
dari para ahii hukum, diantaranya dari Sudargo Gautama yang
menyatakan bahwa dengan adanya Keppres Nomor 34 Tahun
1981 negara kita sudah terikat untuk melaksanakan putusan
arbitrase  asing karena sefiap Keppres tidak memerukan

peraturan pelaksana, lkain halnya dengan Undang-undang yang
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memuat pasal tentang diperiukannya peraturan p‘-:-laksanal.?‘6
Namun, tampaknya Mahkamah Agung tetap memandang peru
untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang tata cara
pelaksanaannya dan untuk itu telah dikeluarkan Perma tersebut.

Berdasarkan legitimasi tersebut diatas, sekaligus
arbitrase tidak termasuk ke dalam salah satu alat perlengkapan
atau alat kekuasaan negara umum, tetapi keberadaannya diakui
secara formal dan legal. Demikian pula arbitrase diberi
wewenang ‘yang resmi (official) untuk memeriksa dan memutus
sengketa perdata.*’

Di Indonesia pe!aksanéan abitrase dapat dilakukan
melalui arbitrase institusional ataupun arbitrase ad hoc. Seperti
diketahui, arbitrase institusional merupakan badan arb'rtrasé yang
sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang timbul, tetapi
tidak menghendaki diselesaikan melalui pengadilan. Saat ini di
Indonesia yang merupakan arbitrase institusionai adalah Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Tujuannya
adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam
seiketa-sengketa perdata yang timbul mengenai éoalasoal

perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional

Ygudargo GautamaIndonesia & Arbifrase Internasional”, Alomni Bandung, 1996, hal 72
¥ M. Yahya Hershap, Op.cit
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maupun internasional. Peraturan prosedur arbitrase pada BANI
~dimuat dalam Anggaran Dasar BAN} yang mulai berlaku tanggal
3 Desember 1977, dan kemudian diperbaiki tanggal 3 Desember
1980.%

Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang bersifat
insidentil karena itu arbitrase ad hoc tidak terikat dehgan badan
arbitrase. Keberadaan arbitrase ad hoc hanya menangani kasus
perkasus dan kewenangannya bersifat eenmalig, sehingga para
arbitemya ditentukan dan dipilih sendiri berdasar kesepakatan
para pihak.

Arpitrase ad hoc di Indonesia tunduk mengikuti tata cara
pengangkatan dan pemeriksaan sengketa yang diatur dalam'Ry,
Namun, prinsip tersebut tidak mengurangi kemungkinan
arbitrase ad hoc tunduk pada suatu Rule atau Konvensi tertentu
apabila para pihak menghendaki.

Di Indonesia kewenangan arbitrase untuk menyé!esaikan
sengketa {elah diakui oleh badan peradilan tertinggi
sebagaimana tampak dar pendirian Mahkamah Agung RI dalam
berbagai putusannya antara lain : |
1). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1978,

tanggal 30 September 1983

* periksa Anggaran Dasar BANI Pasal 1.
* M. Yahya Harahap, Op cit, hel. 150
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2). Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 455 K/Sip/1982,
tanggal 27 Mei 1982, ”

3). Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 3179 K/Sip/1984,
tanggal 4 Mei 1988,

Seberapa luas penggunaan arbitrase di Indonesia, sulit
diungkapkan dengan data yang pasti dikarenakan publikasi
arbitrase boleh dikatakan bersifat sporadis. Sifat sporadis_ini erat
kaitannya dengan ketentuan yang melekat pada setiap nule
arbitrase, seperti penyelesaiaan sengketa melalui arbitrase
bersifat confidential sebagaimana nampak dari pemeﬁkégén
yang dilakukan dengan pintu terfutup. Di samping itu putusan
arbitrase itu sendiri dilarang dipublikasikan tanpa persetujuan
para pihak yang bersengketa.

Sekalipun data pasti mengenai pérkembangan
penggunaan arbitrase di Indonesia sulit diperoleh, wuntuk
sementara dapat dipegang pernyataan Sudargo Gautama®
yang melihat perkembangan penggunaan arbitrase di indonesia.
Menurut pengamatannya, perkembangan tersebut terutama
berkaitan dengan hubungan perdagangan internasional, hampir
semua Kontrak vyang bersifat intemasional memperihatkan

kecondongan memilih arbitrase. Lain lagi pengamatan Yahya

W gudargo Gautama, “Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di

Iidonesia”, Bandung, PT. Eresco, 1989, hal. 32
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Harahap*' bahwa mungkin yang paling sering memuat klausula
arbitrase dalam kontrak yang dilakukan di Indoensia adalah
perusahaan asuransi dan perusahaan pertamina. Bahkan dalam
dunia asuransi Indonesia kausula arbitrase tersebut sudah
merupakan contract standard. o

Dar sudut kelembagaan, eksistensi lembaga arbitrase di
Indonesia telah menunjukkan kapasttasnya secara lebih luas
sebagaimana pefjanjian bilateral yang telah ditanda tangani
ANl dengan organisasi arbitrase di Jepang, Korea dan
Relanda.  Keberadaan perjanjian  tersebut  memungkinkan
penginaan arbitrase akan menambah keyakinan bagi pelaku

bisi i yang berhubungan dengan negara-negara tersebut.

C. Kewenangan  Absolut Arbitrase dan Putusan-Putusan
Pengadilan.
1. Kewenangan Absolut Arbitrase ]
Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan
sengketa yang telah terjadi atau kemungkinan akan timbul. Dalam
meﬁyelesaikan sengketa yang telah terjadi berkenaan persetujuan

para pihak sehingga lazim disebut dengan persetujuan arbitrase atau

compromis. Sedangkan persetujuan menyangkut sengketa yang

1 M. Yuhya Harshop, Op.cit, hal. 217
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mungkin akan timbui dilakukan pada wakiu penanda .tanganan;

sehiﬁgga dinamakan kiausﬁia arbitrase atau arbitration clause.

Menurut hukum Indonesia, pada hakekatnya tidak ada suatu
perbedaan antara apa yang dinamakan persetujuan arbitrase dan
klausula arbitrase,*? Bahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
dalam pasal 1 tidak membedakan keduanya, semuanya disebut
pefjanjian arbitrase, yang mengandung makna Klausula arbirase
yang dibuat sebelum sengketa ataupun perjanjian tersendiri yang
dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Persetujuan arbitrase dan
klausula arbitrase mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu :

a. Persengketaan yang timbu! atau yang akan timbul itu tidak akan
diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

b. Persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang
arbiter (\n.;asit) atau suatu team arbiter sehingga kedua belah
pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya a'}bitrase
atau peradilan wasit.

Undang-undang membolehkan para pihak menyelesaikan
sengketa diluar badan peradilan negara. Hal tersebut antara fain
diatur dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor,i14 Tahun
1970 yang menjelaskan : "bahwa _disamping peradilan negara tidak
diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh

bukan badan peradilan negara ; penyelesaian perkara diluar

b

2 R Subekti,"Arbitrase Perdagangan™, Bina CiptaBandung, 1984, hal.10
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pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase)

tetap diperbolehkan”.

Pengakuan kewenangan arbitrase ini dalam pasal 3 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan sebagai berikut
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para
pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Selanjutnya dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 menegaskan sebagai berikut :

(1). Adanya suatu petjanjian tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat
yang termuat dalam pefjanjian ke Pengaditan Negeri.

(2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan
didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapken
melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan
dalam undang-undang ini.

Dalam perianjian arbitrase para pihak dapat bersepakat
untuk menyerahkan penyelesaian séngketa mereka pada safu
arbitase ad hoc maupun pada suatu arbitrase institusional. Arbitrase
ad hoc adalah suatu arbitrase yang diadakan untuk menyelesaikan
suatu sengketa tertentu saja, sedangkan suatu badan arbitrase
institusional merupakan suatu arbitrase permanen yang menerima
tugas-tugas penyelesaian sengketa bilamana ditunjuk serta

ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Arbitrase institusional
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di Indonesia dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI).
2. Bentuk dan Sifat Perjanjian Arbitrase

Peranjian arbitrase merupakan persetujuan dan bentuknya
tertulis. M. Yahya Harahap43 mengemukakan : "perjanjian arbitrase
yang berbentuk lisan, dianggap tidak sah dan tidak mengikat,
peranjian secara lisan dianggap “tidak pernah ada” atau never
existed”.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 angka
3 secara tegas (expressis verbis) menyatakan bahwa :

“perjanjian arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat
para pihak’.

Dengan demikian ketentuan pasal 1 angka 3 tidak mengenal
pefjanjian arbitrase dalam bentuk fisan. Pasal tersebut juga
mendukung beberapa ketentuan yang terdapat dalam berbagai
konvensi. Pasal 17 Uncitral Model Law 1885 menegaskan, perjanjian
arbitrase dapat berbentuk Klausula yang dituangkan bersama dalam
pefjanjian pokok atau datam perjanjian tersendirt yang terpisah, dan
setiap perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Juga
dalam pasal |l ayat 1 Konvensi New York 1958 menegaskan, setiap

pefjanjian arbitrase yang diakui sah dan mengikat ialah yang

% M. Yahya Harshap,Arbitrase Ditinjau Dari Rv, BANI, JCSID, Konvensi New
York 1958, Perma Nomor 1 Tahun 1990”, op cit, hal. 102
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dituangkan dalam bentuk tertulis (an agreement in writing).
Selanjutnya dalam ayat 2 menjabarkan pengertian terfulis sebagai
berikut

"the term agreement in writing shall include an arbitral clause in a
contract or an arbitration agrement, signed by the parties or
contained in exchanged of letter or telegram”.

Perjanjian arbitrase sifatnya assesor atau tambahan.
Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan pelaksanaan perjanjian,
tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang
berwenang menyelesaikan perselisinan yang terjadi antara para
pihak yang mengadakan perjanfian sebagai perjanjian tambahan, ia
bergantung kepada perjanjian pokok, yakni perjanjian dibidang
perdagangan, artinya peranjian arbitrase ada bilamana terdapat
perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan
perjanjian arbitrase, apabila tidak terdapai perjanjian pokok.

Secara lebih tegas, M. Yahya Harahap® men&atakan,
“bahwa pefjanjian arbitrase hanya merupakan perjanjian asesor yang
berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisinan
yang timbul dari perjanjian pokok’.

Perjanjian arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya, sepanjang perjanjian tersebgt sah

menurut hukum. Syahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-

# M. Yahya Harahap, ibid, hal. 96




57

syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Semua
persetujuan yang dibuat secara undang-undang beriaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam ilmu hukum
azas tersebut dikenal dengan azas Pacta Sunt Servanda.

Perjanjian arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak,
kecuali kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya. Secara
hukum peniadaan tersebut juga harus dilakukan dalam perjanjian
tertulis, praktek hukum menghendaki pelepasan atau peniadaan
perjanjian arbitrase secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan
Keragu-raguan.

Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya menegaskan,
persetujuan ftu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-
undang.

3. Isi Perjanjian Arbitrase

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak membedakan

antara klausula arbitrase dan akta kompromis, keduanya disebut
: sebagal peranjian arbitrase. Isi rumusan atau formulasi perjanjian
arbitrase dapat dilakukan oleh para pihak. Hal-hal yang boleh
~ dicantumkan dalam perjanjian antara lain sebagai berikut
\ (). Tidak melampaui perianjian pokok ;

2). Isi klausula boleh secara umum ;

(3). Klausula arbitrase secara frinci, dan;
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(4). Klausula “binding option”.

Klausula “binding option" berisi permintaan nasihat atau
pendapat dari arbitrase, dan bukan meminta pemeriksaan dan
memutus perselisihan.

Sehubungan dengan isi peranjian arbitrase perlu
diperhatikan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 yang menegaskan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan
mengenai hak yang menurut hukum peraturan perundang-undangan
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sedangkan
sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase
adalah sengketa yang menurut peraturan pemndang~undanggn tidak
dapat diadakan perdamaiah.

Pasal 616 Rv secara lebih tegas menguraikannya, rumusan
pasal tersebut mengatakan, bahwa adalah tidak diperkenankan
untuk mengadakan suatu persetujuan arbitrase mengenai ssar
alimentasi (nafkah), percerian atau perpisahan meja dan tempat
tidur, soal kedudukan hukum seseorang atau pada umumnya
mengenai sengketa dimana ketentuan hukum melarang diadakan
suatu perjanjian perdamaian.

Klausula arbitrase yang sifainya standar te]ah diakui BANI

adalah sebagai berikut : °

¥R, Soebekti, Op. cit, hal
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“semua sengketa yang timbul dar perjanjian ini akan disefesaikan
dalam lingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur
BAN(! oleh arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebuf’.

Formulasi dalam bahasa Inggrisnya sebagai berikut
“all dispute arising from this contract shafl be finally settled under the

rules of arbitration of the BAN! by arbirtrator appointmen in
accordance with the said riles”.
4. Badan Arbitrase Nasional indonesia (BAN/)

BANI adatah Pusat Arbitrase institusional yang berwawasan
nasional di Indonesia yang didirikan di Indonesia atas prakarsa Prof.
R. Subekti, SH Ketua Mahkamah Agung dan KADIN Indonesia pada
tanggal 3 Desember 1977. Berdiinya BANI telah direstui oleh
Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua BAPPENAS,
Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan juga oleh Presiden
RI. Ketua yang pertama adalah Prof. R. Subekti, SH mantan Ketua
Mahkamah Agung. BANI teléh memiliki cabang-cabang di Surabaya,
Medan, Denpasar dan Padang dan kini sedang dalam proses
pembentukan ditempat-tempat lainnya. Berkali-kali BANI diberi tugas
oleh ICC untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
BAN! telah menjaiin kerfjasama dan juga joint arbitration dengan
Radan-badan Arbitrase Jepang, Korea Selatan, Belanda, Philipina,
Hongkong, Singapura, Kanada dan Australia dan berikutnya masih

dalam tahap penyelesaian kefja sama dengan Jerman, USA dan
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dalam tahap penyelesaian kerja sama dengan Jerman, USA dan
Taiwan. Telah diadakan pembicaraan dengan World Bank dan ADB.
Beberapa anggota BANI berkali-kal‘i dipilih sebagai arbiter untuk
penyelesaian sengketa-sengketa komersial intemasional dan juga
durduk sebagai anggota panel arbiter di INTELSAT, ICAC, ICSID,
AAL L, iAF, |AA, ISL dan ICC. Kini duduk tenaga ahli asing dalam
daitv b 3 ada pada BANL Daftar yang ada’ sekarang
heti-toyn pama-nama sebagai  para aﬁli tehnik, konstruksi,
fas i o weiiapalan, asuransi, perbankan, ekonom, intefnasion_a.l,
" Nise”, lingkungan hidup, penerbangan, “commersial utitization
of (it Sipane”, hukum dan fain-lain.

Latir: TANI tersebut pada hakekatnya tidak terlepas dari
berkeii . gnya  kebutuhan  untuk  menyelesaikan sengketa
perdagangan, dalam arti luas, secara cepat dan lebih memenuhi apa
yarr; fharapkan oleh dunia perdagangan, yatu efisiensi dalam
waidit dan biaya dan tetap terpeliharanya profesionalisme dan
Koo oy lam penanganan masalah sengketa perdagangan.
Tupoe == BANI adalah untuk memberikan penyelesaian
yarn; woput dan adil atas sengketa-sengketa perdata yang timbul
mengena soal-soal perdagangan, industd dan keuangan baik yang
e 2 ‘~-3] maupun internasional. Dalam melaksanakan
tugaes, ' hiana ditegaskan didalam pasal 1 AD BANI, bebas

(lunois - tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.
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Asa otonomi, kemerdekaan dan kebebasan adalah landasan yang
-di;.ui:ukan untuk menjamin bahwa BANI sebagai lembaga peradilan
wasit, sama seperti lembaga peradilan umum, dapat berdiri diatas
segala pihak yang bersengketa, bersifat objektif, adil dan jujur, atas
dasar keyakinan sendiri yang bersih dan mumt.

BAN| berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua

sengketa perdata yang timbul dalam bidang perdagangan; industri
dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
Struktur organisasi BANI terdiri atas : badan pengurus, sekretariat,
para ahli pelbagai bidang yang bertindak sebagai kelompok arbiter
dan penasehat. Agar suatu sengketa dapat diserankan
pemeriksaannya dan keputusannya kepada BANI, maka dalam
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianjurkan untuk memuat satu
klausula arbitrase sebagai berikut :
"semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan
dan diputus oleh BANJ menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan
dalam tingkat pertama dan terakhir’,

Jika dalam surat perianjian tidak terdapat klausula arbitrase
demikian itu, namun apabila pihak—bihak yang bersengketa tetap
hendak menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada BANI,

maka kecua belah pihak harus membuat pemyataan, yang isinya
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merupakan persetujuan untuk menyerahkan sengkelta mereka
kepada BANI Penting untuk diperhatkan adalah bahwa dalam
klausula arbiter atau dalam perjanjian arbitrase (arbitration
agreement ; akte van compromis) untuk menyingkat proses
dinyatakan bahwa keputusan arbitrase, fnengikat kedua belah pihak
sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga dapat
dilakukan banding. Peraturan prosedur BAN! juga menetapkan
demikian, sama dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor
30 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak.

Peraturan prosedur BANI yang digunakan sebagai landasan
dan tata cara kegiatan BANI mulai diberlakukan pada tanggal 3
Desember 1977 dan diperbaharui pada tanggal 3 Desembér 1983.
5. Pengangkatan Arbiter menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun

1989

Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1998
menggariskan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai
arbiter harus memenuhi syarat :
a. cakap melakukan tindakan hukum ;

b. berumur paling rendah 35 tahun ;
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. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak
bersengketa ;

d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya
atas putusan arbitrase, dan

e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya
paling sedikit 15 tahun.

Pengadilan berperan manakala para pihak tidak dapat
mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak acia
ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua
Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis Arbitrase. (pasal
13)

Undang-undang Arbitrase memilih pendekatan pengadilan
dalam hal terjadi deadlock dalam pemilihan arbitrase. Apabila hatl int

terjadi, salah satu pihak dapat mengajukan masalahnya kepada.

Ketua Pengadilan Negeri yang. berwenang. Ketua Pengadilan
tersebut akan mengangkat seorang atau lebih arbiter yang akan
menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Demikian juga datam
suatu grbitrase ad hoc bagi ketidak sepakatan dalam penunjukkan
seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negert untuk menunjuk
seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para

pihak.
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Apabila para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang
timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak
wajlb untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan
arbiter tunggal. Untuk pengangkatan arbiter tunggal tersebut salah
satu pihak (pemohon) harus mengusulkan kepada pihak termdhon
nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal dengan
surat tercatat, telegram, teleks, faksmili, e-mail atau dengan buku
ekspedisi.

Undang-undang ini memberikan jangka waktu 14 (empat
belas) hari kepada pihak untuk mencapai kata sepakat dalam‘ hai
penunjukkan arbiter tunggal. Waktu 14 hari dihitung sejak termohon
menerima usulan permohonan arbiter dari pihak pemohon. Apabila
dalam jangka waktu 14 har para pihak tidak berhasil menyetujut
arbiter tunggal, maka salah satu pihak dapat memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri agar ditunjuk seocrang arbiter (tunggal).
Dalam hal demikian Ketua Pengadilan Negeri dapat! menunjuk
seorang arbiter yang akan menyelesaikan sengketa tersebut.
Pengangkatan arbiter (tunggal) oleh Ketua Pengadilan Neger
tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para pihak.

S

b. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh lembaga atau

organisasi arbitrase yang ditunjuk.
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c. Déngan memperhatikan rekomendasi ataupun keberatan yang
diajukan oleh masing-masing pihak terhadap calon arbiter yang
bersangkutan (pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Dalam hal para pihak sepakat bahwa sengketa yang timbul
akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, maka penunjukkan
2 orang arbiter oleh para pihak tersebut diberi wewenang untuk
memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga tersebut
diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase (pasal 15). Apabila dalam
waktu paling lama 30 har setelah pemberitahuan diterima oleh
termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang
yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk
oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan
putusannya mengikat kedua belah pihak.

Apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh masing-
masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalar:n waktu
paling lama 14 hari setelah aroiter yang terakhir ditunjuk, atas
permchonan salah satu pihak, maka Ketua Pengadiian Negjen‘ dapat
mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang
dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat
diajukan upaya pembataian (pasal 15).

Bagi arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dapat menerima
atau menolak penunjukan atau pengangkatan arbiter. Penerimaan

dan penolakan wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak
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dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan
atau pengangkatan (pasal 16).

Bagi seorang yang ditunjuk sebagai arbiter menerima
penunjukannya, maka harus membentahukan kepada para pl;aak
mengenai penunjukannya (pasal 18).

Dalam hal arbiter yang tfelah menerima penunjukan
menyatakan menarik diri dengan mengajukan surat permchonan
secara terfulis kepada para pihak dan apabila para pihak dapat
menyetujui  permohonan itu, maka yang bemsangkutan akan
dibebaskan dari tugas sebagai arbiter, tetapi apabila pemmohonan
penarikan din tidak &apat diterima oleh para pihak, maka Pengadilan
Negeri disini berperan yaitu membebaskan tugas arbiter dengan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri (pasal 19).

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila
terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentk yang menimbulkan
keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara
bebas dan akan bemihak dalam mengambil putusan (pasal 22).

| Bagi arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan (pasal 23
ayat 1). Terhadap arbiter yang diangkat dengan penetapan
Pengadilan Negeri hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang

diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan Pengadilan

tersebut.
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Dalam hal tuntutan ingkar yang digjukan oleh salah satu
pihak tidak disetujui oleh pihak lain d‘an arbiter yang bersangkutan
tidak bersedia mengundurkan diri, pthak yang berkepenﬁngan dapat
mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadiian Negeri yang
putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat digjukan
perlawanan (pasal 25 ayat 3).

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa

tuntutan tersebut diatas beralasan, seorang arbiter pengganti harus

diangkat dengan cara sebagaimana Yyang berlaku  untuls

pengangkatan arbiter yang digantikan. Apabila Ketua Pengadilan
Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya (pasal

25 ayat 3).

Tahapan-tahapan Dalam Proses Arbltrase

Berbagal ketentuan arbitrase seperti yang dimuat dalam Ry,
BANI, ICSID dan UNCITRAL Arbitration Rules dan diperbaharui
dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tahapan
proses arbitrase, dalam sefiap proses arbitrase pad; dasarnya
terdapat persamaan yang menurut hemat penulis terbagi dalam tiga
tahapan besar sebagai berikut :
1. Tahap Negosiasi

Pengertian tahap negosiasi yang dimaksudkan adaiah

negosiasi yang dilakukan pihak-pihak  untuk memperoleh
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kesepakatan bahwa jika kelak timbul sengketa akan diselesaikan
melalui arbitrase.

Dalam suatu kegiatan bisnis sudah lazim para pihak yang
terlicat membuat dan menandatangani suatu perjanjan. éebelum
perjanjian ditandatangani, mereka akan selalu melakukan negosiasi
atau praperjanjian terlebin dahulu, yaitu suatu pembicaraan atau
perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan tentang hal yang
dirundingkan. Jika negosiasi tersebut berhasil akan melahirkan
perjanjian, dan sebaliknya jika negosiasi tersebut gagal tidak akan
fahir perjanjian. |

Salah satu bagian yang menjadi objek negosiasi adalah
mengenai bagaimana sengketa akan diselesaikan jika kemudian harni
pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan syafat—syarat yang

diperjanjikan. Pilihan penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan di

' samping melalui pengadilan juga adakalanya dipilih penyelesaian

melalui arbitrase, manakala penyelesaian pada tahap pertama oleh
para pihak, yaitu dengan cara musya:\v\/arah tidak mencapai sepakat
Berbeda jika para pihak dalam negosi;\si memilih
penyelesaian melalui Pengaditan Negeri yang hanya menyebut
Pengadilan Negeri mana, dalam hai memilih arbitrase, para pihak
seharusnya juga menentukan hal-hal yang serng menimbutkan
masalah pada saat proses arbitrase  dilaksanakan diantaranya

mengenai hal-hal berikut.
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Dalam kaitan ini pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 menyatakan : “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa
vang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan
melaiui arbitrase”. |
Dalam tahap negosiasi para pihak dapat menyepakati hal-hal
sebagai berikut
a. Penentuan Rule yang dipilih
Para pihak harus menentukan secara tegas rute apa
yang akan digunakan, apakah ICC Rules, UNCITRAL Arbitration
: atau peraturan prosedur BANI misalnya. Jika tidak demikian
dapat terjadi, sengketa mengenal Tule apa yang hafus
dipedomani. Akibatnya sebelum memasuki sengketa pokok, para
pinak akan bersengketa dahulu mengenai rule yang dipakai.

Bahkan, jika mengenai rule ini tidak dapat diselesaikan

berdasarkan kata sepakat, terpaksa permmasalahannya diajukan
ke Pengadilan secara gLJgat contentiosa. Hal itu sudah tentu
akan menyebabkan penyelesaian arbitrase rmenjadi tidak efekiif.

b. Penentuan bentuk Arbitrase

! Sama halnya dengan penentuan rule yang akan dipilih,

para pihak seharusnya juga menentukan bentuk arbitrase yang
‘ digunakan agar tidak timbul masalah sebelum memasuki

penyelesaian sengketa pokok. '
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Seperti diketahui, dar sudut kelembagaan dikenal
adanya arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad
hac (disebut juga arbitrase volunter} ialah arbitrase yang khusus
dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Dengan
demikian, arbitrase ad hoc ini sifatnya insidentil, sedangkan
arbitrase institusional merupakan lembaga ar‘oitrése yang
sifatnya permanen atau disebut juga pemanent arbftra! body.
Arbitrase institusional tersebut ada yang berskala intermasional,
regional dan nasional. Arbitrase institusional yang berskala
internasional misal Court of Arbitration de Paris yang didirkan
berdasarkan ICC Rules, ICSID yang berkedudukan di
Washington. Yang berskala regional seperti misalnya Asia Afrika
.Legal Consiftative Committe (AALCC) yang berkedudukan di
New Delhi. ;Adapun arbitrase institusional yang berskala nasional
adalah BANL

Jadi dalam melakukan negosiasi menyangkut arbitrase
juga harus disepakati bentuk arbitrase mana yang dipilih apakah
arbitrase ad hoc atau institusional. Jika dipiih arbitrase
institusional, juga harus ditegaskan arbitrase institusional mana
yang ditunjuk, sebab apabila tidak demikian sebelum menyentuh
sengketa pokok, para pihak dapat teribat lebin dahulu dengan

sengketa mengenai bentuk arbitrase.
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¢. Penentuan Susunan Arbiter

Penentuan susunan arbiter sangat penting bagi para
pihak pada saat melakukan negosiasi bahwa penyelesaian
sengketa akan dilakukan melaluyi  arbitrase. Apabila tidak
ditentukan lebih dahuiu, berpeluang timbul sengketa karena
mungkin salah satu pihak bersikeras bahwa sengketa akan
diselesaikan oleh arbiter tunggal, sedangkan pihak lainnya
berpendirian harus diselesaikan oleh beberapa orang arbiter.
Semua rule yang berskala nasional dan internasional sudah
mengatur secara rinci tata cara penunjukkan arbiter tersebut.
Namun rule manapun yang disepakati, hanya ada dua altematit
yaitu pertama menunjuk arbiter tunggal dan kedua menunjuk
arbiter majelis yang terdirt dari beberapa orang asal ganjii dan
lazimnya tiga orang.

d. Penentuan mengenai Pemberlakuan Sistem Umpire

Para pihak dalam mengadakan negoéiasi periu
menegaskan berlakunya sistem umpire. Hal itu sangat penting
terutama jika para pihak sepakat menunjuk arbiter majelis.
Penegasan berlakunya sistem umpire oleh para pihak adalah
untuk mengantisipasi jika majelis arbiter gagal mencapai suara
terbanyak ~ dalam  mengambil  suatu putusan.  Dengan
ditegaskannya berlaku sistem umpire, jika majelis tidak

mencapail suara mayoritas, berarti para pihak memberi hak dan
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wewenang kepada ketua arbiter mengambil puiusan sendin atas

nama majelis. Dengan kata lain, penerapan sistem umpire

merupakan alternatif dari kegagalan sistem mayoritas. Menurut '

M. Yahya Harahap® penegasan sistem ini perfiu jika rule yang
disepakati akan digunakan adalah sistem Rv, Peraturan BANI
atau ICSID karena menganut sistem mayoritas tanpa altematif

penggunaan sistem umpire,

Penetituan Bahasa

Mengenai bahasa yang akan digunakan dalam proses -

arbitrase  masing-masing rule secara tfegas mengaturnya.
Arbitrase  versi Rv dan  BANlI maupun ICSID tidak
mempermasalahkan soal penggunaan ‘b_ahasa dalam proses
pemeriksaan. Sekalipun dernikian, adanya Kesamaan bahasa
yang akan digunakan sfangat penting agar tidak menimbulkan
masalah penafsiran. Karena proses penyelesaian melalui
arbitrase itu sendifi berdasarkan kesepakatan, menurut h.e;r;ét
penulis sebaiknya mengenai bahasa yang digunakan diserahkan
kepada kesepakatan masing-masing pihak.

Lain hainya dengan versi UNCITRAL mengenai

penggunaan bahasa diatur dalam pasal 17. Menurut pasal

tersebut bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang

T, Yehya Harahap, Arbitrase, op.cit, hal. 248.
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sudah disepakati para pihak dan bahasa yang digunakan
diperbolehkan terdiri dari satu atau beberapa bahasa. Adapun
penentuan bahasa tersebut dilakukan setelah tferbentuknya

Mahkamah Arbitrase.

Tempat Kedudukan Arbitrase

Yang dimaksud tempat kedudukan arbitrase adaiah
tempat arbitrése memeriksa sengketa. Sebaiknya, mengenai
tempat ini disepakati oleh para pihak terlebih dahulu agar para
pihak dapat memperhitungkan berbagai kemungkinan yang
dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan. Terlebih-lebih
jka aturan arbitrase yang disepakati para pihak untuk
memproses sengketa adalah Rv atau aturan BANI, karena kedua
aturan tersebut tidak mengatur masalah tempat kedudukan
arbitrase.

Berbeda dengan aturan arbitrase yang bersifat
internasional, tempat kedudukan tersebut diatur secara tegas,
misalnya dalam ketentuan ICSID diatur dalam pasal 62 yang
menyebutkan arbitration proceedings shall be held at the seat of
the centre. Jadi, menurut ICSID tempat kedudukan arbitrase
adalah tempat kedudukan center, dalam hai ini. tempat
kedudukan Bank Dunia di Washington. Demikian pula daisss
UNCITRAL Arbitration Rule, tempat kedudukan arbitrase diatur

dalamn pasal 16 dengan lebih luas yaitu atas dasar persetujuan
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kedua belah pihak atau jika tidak diperoieh kesepakatan
ditentukan oieh Mahkamah Arbitrase.
2. Tahap Pemeriksaan
Dengan adanya berbagai sumber peraturan (rule) mengenat
arbitrase, dalam uraian mengenai pemeriksaan arbitrase, hanya
diuraikan pemeriksaan yang dipakai BANI sebagaimana dimuat
dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dikaitkan dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut
peraturan tersebut, proses pemeriksaan arbitrase oleh BANI pada
garis besamya dilaksanakan sebagai berikut ;
a. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat
permohonan kepada BANI, yang memuat :
{(1). naha dan alamat para pihak ;
(2). uraian tentang sengketa dan tuntutannya ;
(3). melampirkan salinan perjanjian yang memuat kiausula yang
menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbitrase ;
(4). menunjuk arbiter atau menyerahkan kepada BAN! dan
membayar biaya pendaftaran (pasal 1 dan 2).
b. Setelah meneliti permohonan tersebut, Ketua BANI menurut
pasal 3 dan 5 dapat menentukan sikap sebagai berikut :
(1). Jika dalam perjanjian yang memuat penyerahan sengketa

kepada BANI dianggap tidak cukup dasar kewenangan




(1).

(2).

(3).
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BANI untuk memeriksa sengketa, BAN! akan menciax
permohonan dan memberitahukannya kepada pemohon.
Jika dalam perjanjian tersebut dianggap cukup, Ketua BANI
mengeluarkan perintah  untuk menyampaikan salinan
permohonan kepada si termohon disertai perintah untuk
menanggapi permohonan dan memberikan jawabannya
secara tertulis. Dalam jawaban tersebut sekaligus termohon
harus menunjuk seorang arbiter.

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
menghadap di muka sidang arbitrase pada wakiu yang
ditentukan.

Menunjuk seorang arbiter sebagai ketua majelis arbiter (jika
para pihak telah menunjuk arbiter) atau Ketua BAN! akan
menunjuk suatu tim yang terdir dari tiga orang arbiter (jika

para pihak belum menunjuk arbiter).

c. Berdasarkan pasal 13, 14 dan 16 Majelis melaksanakan

pemeriksaan yang berupa !

Pengusahaan tercapainya suatu perdamaian, jika tercapai
perdamaian dibuat akta perdamaian dan jika tidak majelis
akan melanjutkan pemeriksaan.

Masing-masing diberi kesempatan untuk  menjelaskan
pendiriannya.

Pemeriksaan bukti-bukti dan pemanggilan saksi atau ahli.

igjj g}:’}h« ﬁw% E:r 5

£
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(4). Setelah pemeriksaar dianggap cukup, majelis akan
menjatuhkan putusan.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI| ketentuan yang
berkaitan dengan tahap pelaksanaan .putusan dimuat dalam pasal
17, 18 dan 19 sebagai berikut
a. Dalam putusan dapat diterapkan suatu jangka wakiu dalam

mana putusan harus dipenuhi (pasal 17).

b. Jika dalam jangka wakiu tersebut tidak dipenuhi, Ketua BANI
akan menyerahkan pufusan kepada Ketua Pengaditan yang
berwenang untuk dijatankan (pasal 18). |

c. Putusan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat
dalam HIR maupun Rbg.

Klausula Arbitrase merupakan suatu kesepakatan para pinak
tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga
arbitrase yang mereka sepakati (inginkan) bersama. Jurisprudensi di
Indonesia mengakui bahwa arbitrase sebagai “extra yudicial’ yang
lahir dari Klausula arbitrase dalam suatu perjanjian mempunyai "legal
effsct’ yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar
atas berlakunya azas hukum “pacta sunt servanda”.

Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Altematif Penyelesaian Sengketa antara fain  mengatur
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kewenangan arbittase dan meniadakan kewenangan pengadian.
Pasal 11 ayat (1) Undang-undang tersebut antara lain menyatakan :
“adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atat beda pendapat

yang termuat dafam petjanjiannya ke Pengadilan Negen”.
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HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN '

Pelaksanaan Klausula Arbitrase dalanﬁ Perjanjian Bisnis '
1. Klausula Arbitrase sebagai Pelengkap Perjanjian Pokok.

Kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku usaha dengan
tyjuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Hubungan bisnis tersebut
akan diatur dalam perjanjian (kontrak), sehingga hak dan kewajiban,
prestasi dan kontra prestas masing-masing pihak menjadi jelas.
Dengan demikian hubungan bisnis tersebut sekaligus mefupakag__
hubungan kontraktuil. Selain itu para pihak dapat mengadakan
perjanjian tambahan (assesor) terhadap kemungkinan timbuinya
sengketa (dispufe atau differenf), bahwa mereka bersepakat untuk
menyelesaikannya melalui forum arbitrase.

Hubungan kontraktuii diatur dalam perjanjian pokpk,
sedangkan pilihan forum arbitrase sebagal perjanjian tambahan
diatur dalam Kklausula arbitrase. Oleh karena itu setiap perjanjian
atau kontrak mempunyai arti penting, paling tidak akan diketahui hal-
hal sebagai berikut :*/

. untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta

dimana kontrak tersebut dilakukan |

1

41 1ssanudin Rehman,” Legal Darfling”, Citra Aditya Rakti Bandung, 2000, hal, 3
1
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- untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan
dirinya tersebut dalam kontrak dimaksud ;

- untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang
harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh
para pihak ;

- untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya konirak tersebut ;

- untuk mengetahui cara-cara yang dipilh untuk menyelesaikan
perselisihan dan domisifi hukum yang dipilih bila terjadi
perselisihan para pihak.

Ketentuan tentang pilihan cara penyelesian  itu tidak
menyangkut pelaksanaan perjanjian, ia merupakan perjanjian
tambahan mengenai "perselisihan” peranjian. Dengan demikian
letaknya bukan pada masalah pelaksanaan perjanjian tetapi
berhubungan dengan penyelesaian sengketa perjanjian.

Perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase merupakan
kesepakatan para pihak tentang cara penyelesaian yang mungkin
timpul dimasa yang akan datang. Oleh Karenanya perjanjian
arbitrase tidak melfihat pada perjanjian pokok, tetapi terlepas dan
merupakan tambahan yang didekatkan pada perjanjian pokok.
Keberadaan perjanjian asesor tersebut sifatnya assesor atau
tambahan dari perjanjian pokok dan sama sekal tidak

mempengaruhi pelaksanaan parjanjian pokok.
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Tanpa Klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak
terhalang. Tetapi ia berpengaruh terhadap cara penyelesaian
sengketa manakala tetjadi perselisihan. Ketiadaan kiausula arbitrase
berakibat perselisihan para pihak menjadi kewenangan absolut
peradilan umum sebagai badan peradilan negara.

Suatu perjanjian yang diser-tai dengan klausula arbitrase,
maka ketentuan dalam klausula arbitrase benar-benar dilaksanakan
dan sengketa mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Dengan
demikian klausula arbitrase akan memainkan peranannya manakala
benar-benar timbul sengketa mengenai perjanjian pokok. Sengketa
mereka akan diperiksa dan diputus oleh lembaga arbitrase sesuai
wewenang yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam
klausula arbitrase.

Jadi, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempuma
tanpa perjanjian arbitrase. Sebaliknya tanpa adanya peranjian pokok
para pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian  arbitrase.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dinyatakan :

Perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase bersifat assesor.

Perjanjian arbitrase tidak mungkin berdiri sendiri.

Peranjian arbitrase berfungsi manakala timbul sengketa

(persetisihan).
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2. Klausula Arbitrase sebagai Basis Arbitrase

Dalam kontrak bisnis terutama yahg bersifat fra‘nsnasiona!
hampir selalu dilkuti pefjanjian tambahan atau klausula arbitrase,
artinya perjanjian (kontrak) bisnis tersebut dilengkapi persetujuan
arbitrase.

Peranjian arbitrase tersebulth selalu dalam bentuk tertulis,
dengan demikian perjanjian arbitrase yang berbentuk lisan dianggap
tidak sah dan tidak mengikat. Pasal 1 angka {3) Undang-undang No.
30 Tahun 1989 secara expressis verbis menyatakan bahwa :
pefjanjian arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat
para pihak®.

Ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 30 Tahun
1999 juga mendukung ketentuan dalam UNCITRAL Model Law
maupun Konvensi New York 1958,

Berdasarkan Konvensi New York, negara peserta konvensi
sepakat untuk mengakui an agreement in writing (suatu perjafian
fertulis) bagi penyelesaian sengketa suatu “perjanjian tertulis”,
artinya suatu “klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian
arbitrase ditanda tangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat
menyurat atau telegram”.

Klausula atau perjanjian arbitrase harus memuat *8

a. Masalah yang dipersengketakan ;

% periksa pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tehun 1999,
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Nama lengkap dan tempat tinggal para pihék;

Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase ;
Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil
keputusan ;

Nama lengkap sekretaris :

Jangka waktu penyelesaian sengk;eta ;

Pernyataan kesediaan dari arbiter, dan

Pemyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa urituk
menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.

Keberadaan klausula arbitrase dalam peranjian pokok

memberikan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk memeriksa

dan mengadili sengketa tersebut. Pengakuan kewenangan arbitrase

dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 rﬁenegaskan

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para

pihak yang telah terikat dalam pefianjian arbitrase. Lebih jauh

ditegaskan lagi oleh pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999

sebagai berikut :

Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat

yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
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2. Pengadilan Neger wajib menolak dan tidak akan campur tangan
di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui
arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Pilihan forum arbitrase dalam perjanjian atau klausula
arbitrase  menunjuk kepada lembaga yang berwenang selain ity
diikuti beberapa ketentuan yang n%engatur cara atau proses itu
dijalankan. Cara arbitrase itu dijalankan setidak-tidaknya disimpulkan
dar rumusan hukum yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa,
cara penunjukkan arbiter atau maijelis arbitrase, dan kepada siapa
biaya-biaya arbitrase dibebankan.

Dengan demikian klausula arbitrase akan menjadi penunjuk
arah atau pemandu bagaimana persoaian sengketa harus
diselesaikan. Dafam kaitan ini Sudargo Gautama®® menyatakan,
bahwa :

".... Kausula arbitrase menjadi dasar daripada segala wewenang

para arbiter untuk memutuskan persoalan sengketa bersangkutan®.

Eman Radjagukguk® juga memberikan komentar atas
klausula arbitrase, antara lain sebagai berikut, “bahwa klausula
arbitrase  tidak hanya basis bagi arbitrase, tetapi juga amat

i

menentukan bagi terwujudnya arbitrase”.

“ Sudargo Gautama,”Kesulitan dalam menyusun perjanjian arbitrase dagang
Internasional”, Dalam Majalsh Hukum dan Pembangunan No.5, tahun ke-XV1I,0Oktober
1987. .

* Brmen Redjegukgnk, “Arbitrase dalam Putusan Pengadilan®, op.cit, hal.89
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Klausula arbitrase dibuat atas dasar kehendak para pihak,
kehendak-kehendak itu meliputi
- proses yang dipilih secara sukarela ;

- diserahkan kepada arbiter yang netral yang dipilih oleh mereka
sendin ; |

- sejak semula mereka menyetujui putusan tersebut sebagai “final
and binding”.

Bagi kontrak dagang transnasional klausula mempunyai
peranan yang penting, cleh karena berhubungan dengan pihak-pihak
yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Dengan kiausula
arbitrase, maka kepentingan dua pihak dijembatani, para pihak
merasa aman dan terhindar dari tidak dimengerti oleh salah satu
pihak.

Dengan demikian dapat dinyatakan kiausuta arbitrase
mempunyai peranan sebagai basis yang merupakan dasar dari
segala wewenang arbiter untuk menyelesaikan persoalan sengketa
yang bersangkutan. Tanpa klausuia arbitrase sengketa para pihak
menjadi  yuris  diksi peradilan umum untuk  memeriksa dan
menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebagai basis arbitrase, klausula arbitrase perjanjian
dirumuskan sebagai berikut ; |

1). Rumusan dar BAN!
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Semua sengketa yang tmbul dari perjanjian ni, akan
diselesaikan dan diputus ole‘h Badan Arbitrase Nasional
Indonesia  (BANI) menurut  peraturan-peraturan - prosedur . '
arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama
dan terakhir. “

2). Rumusan dari UNCITRAL Arbitration Rules
‘Any dispute, controversy or claim arisihg out of or relating to this
conlract, or the breach, termination or invalidity thereof, shaiibe
settled by arbifration in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rule as at present in force".

3). Rumusan dari International Chamber of Commerce (ICC) yang
berkedudukan di Paris.
“All disputes, arising in connection with the present contract shalf
be finally seltled under the Rules of Conciliation and Arbitration
of the ICC by one or more arbitrators appainted in accordance
with the said Rules’.

4.) Rumusan dari SIAC rules.
"Any dispute arising out of or in connecﬁoﬁ with this contract,
fncluding any question regarding its existance, validity or
termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration
in Singapore in accordance with the Ambitration Rules of

Singapore Intemational Arbitration Centre for the time being in
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farce which rules are deemed to be incorporated by reference into
this clause”

5.) Rumusan dari Nethertands Arbitrage Institute.
“All disputes arising in connection with the present contract for
further contracts resulfting thereof, shafl be finally setfled by
arbitration in accordance with the R;JIes of Nethertands Arbitration
Institute.”

6.) Rumusan dari Korean Commercial Arbitration Association.
“All disputes, controversies, or differences which may arise
between the pariies, out of or in relation to or in connection with
this contract, or for the breach thereof, shall be finally settied by
arbitration in Seoul, Korea in accordance with the Commercial
Arbitration Rules of the Korean Commercial Arbitration
Association and under the Laws of Korea. The Award réndered by
the arbitration shalf be final and binding upon both parties
concerned.”

Apabila tidak ada Kausuta-klausula tersebut, para pihak
yang bersengketa dapat saja mengajukan ke arbifrase melalui_
kesepakatan bersama secara tertulis setelah timbul sengketa. Hal
tersebut dikenal dengan istilah “Submission Clause” yaitu klausula
arbitrase yang disepakati sebagai tata cara menyelesaikan sengketa
© yang timbul dikemudian hari. Klausula arbitrase itu merupakan

sumber filsafat, sumber hukum, dan sumber yurisdiksi bagi semua
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pihak yang terkait dalam suatu sengketa yang diselesaikan melajui

arbitrase - ADR®. Oleh karena itu ada perbedaan antara :

- General Arbitration Clause, yaitu yang bertujuan rneliput semua
sengketa yang timbu! dari hubungan kontrak antara para pihak.

- Restricted Arbitration Clause, yaitu yang meliputi ségala bentuk
sengketa kecuali sengketa-sengketa tertentu tidak diselesaikan
melaltui Arbitrase — ADR.

- Namow Arbitration  Clause, yaitu hanya sengketa-sengketa

tertentLt saja yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase — ADR.

Standar Klausula-Klausula Arbitrase Yang Komprehensif
1. Klausula Arbitrase yang tidak cermat.

Sengketa atau konflik dapat terjadi dimanapun tanpa dibatasi
ruang dan wakiu, sengketa merupakan hal yang dapat diprediksi
{predictable) karena menyangkut peffanjian timbal balk Dalam
perjanjian (agreement) hal-hal yang sering terjadi dapat disebut
antara lain ;%

- perbedaan  penafsiran {dispute} mengenai  pelaksanaan

perjanjian, di dalamnya bisa termasuk -

* Priyama Abdurrasyid, “Pengusaha Indonesia Perly Meningkatkan Minatnya Terhadap
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Senghketa ", Dalam Jurnel Hukum Bisnis Volume
21, Ckiober-Nopember 2002,

**M. Yalya Harshep,"Arbitrase ditinnjau dari Ry, BANT ..”, op.cit, hel.108.
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e Kontraversi pendapat (controversy)
« Kesalahan pengertian (misunderstanding)
« Ketidak sepakatan (disagreement)
- pelanggaran perjanjan  (break of contract), kedalamnya
termasuk ;
* Sah atau tidak sahnya perjanjian
+ Berlaku atau tidak perjanjian
- Pengakhiran perjanjian (fermination of contract)
- Klaim ({(claim) mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau
Vperbuatan melawan hukum.

Dalam rangka mengantisipasi timbulnya sengketa pada
masa akan datang, kontrak bisnis dilengkapi dengan Kklausula
arbitrase. Penyusunan klausula arbitrase diserahkan kepada para
pihak yang membuat perjanjian.

Rumusan klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati
dan jelas kata-katanya. Penyusunan yang tidak jelas, membawa
konsekwensi pelaksanaannya akan ftimbul berbagai kesulitan.
Sudargo Gautama®® menyatakan “berbagai kesulitan akan timbul
dalam praktek apabila klausula arbitrase tidak disusun secara
cermat’. Jika klausula arbitrase disusun secara jelas, maka akan

tampak sebagai “nonsense clauses”.>

53 Sudargo Gautama, op.cit
! Erman Radjegukeuk, op.cit.
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1.a. Ciri-ciri klausula arbitrase yang tidak cermat
{1). Perumusan yang Kurang jelas.

Klausula arbitrase tidak secara jelas menggambarkan

persetujuan penyerahan sengketa yang timbul pada suatu

lembaga arbifrase —--

(a). Contoh dari perumusan yang kurahg ielas, adalah
klausula penyelesaian sengketa hanya menyebutkan
sebagai berikut :
* ... Dispute resolution by the intemational chamber of
commerce in Paris”.
Klausula tersebut tidak jelas, The international chamber
of commerce menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
atau konsiliasi ; selanjutnya apakah klausula tersebut
maksudnya hanya |ICC didirikan di Pars, atau lebih
spesifik lagi menyebutkan bahwa tempat arbitrase
adalah Paris ? %

(b) Contoh lain dari penunjukan arbitrase yang tidak jelas
antara lain sebagat berikut :
“apabila dalam melaksanakan surat perjanjian ini terjadi
perbedaaan pendapat, perselisihan dan lain yang tidak

dapat diselesaikan oleh pembeli dan i::enjuat secara

% Hangs van Houtte,” The Law of International Trade”, Sweet & Maxwell, London,
1995, hal.391 dalam Erman Radijagukguk,"Arbitrase dalam Ptusan Pengadilan”,

op.cit, hal.89.
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mufakat dan musyawarah, maka kedua belah pihak
setuju, menunjuk Badan Arbitrase untuk
penyelesaiannya dalam tingkat pertama dan terakhir".
Tentang apa yang dimaksud sebenarnya dan apa yang
harus ditafsirkan sebagai “badan arbitrase” ini adalah
dubitis dan menjadi sumber berbagai kesulitan.
(2). Perumusan Klausula arbitrase mengandung kemenduaan

(@ambiguity)

Para pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan yang

mungkin timbul kepada arbitrase atau peradilan. Klausuia

yang ambiquity membingungkan, karena para pihak dapat

memilih arbitrase atau pengadilan.

Contoh untuk klausula arbitrase yang ambiquity adalah

sebagai berikut

"Perjanjian Emisi Efek harus diusahakan untuk diselesaikan

secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai

persesuaian faham, maka perselisihnan tersebut diajukan

kepada Badan Arbitrase Nasional Indoensia (BANI atau

peradilan yang berwenang”.

1.b.Akibat Penyusunan Klausula Arbitrase yang tidak cermat.
Dari contoh klausula arbitrase yang tidak jelas dan

klausula arbitrase yang ambiguity menimbulkan permasalahan
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dalam pelaksana-annya, sehingga memperpanjang proseé
penyelesaiannya.

Suatu klausula arbitrase yang secara tidak lengkap
tanpa menentukan badan arbitrase mana yang dib_eril wewenang
dalam pelaksanaannya memerukan penafsiran tentang'badan
arbitrase. Klausula tersebut tidak jelas antara lain menyangkut
hal-hat sebagai berikut :

(1)- Apakah akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) atau arbitrase institusional lainnya ?

(2). Belum menunjuk arbitor yang akan duduk dalam arbitrase.

(3). Belum menentukan secara tegas bagaimana tata cara
penunjukkan arbitor.

Demikian pula klausula arbitrase yang mengandung
kemenduaan (ambiquity) dalam praktek akan merhbingungkan,
persoalannya jika satu pihak memilih forum arbitrase, sedangkan
pihak yang lain berkehendak menyelesaikan sengketa melalui
lembaga peradilan sebagai Ierribaga yang berwenang mengadili.
Sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, karena persoalan
kewenangan akan diputus terlebih dahulu melalui lembaga

peradilan.
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2. Klausula Arbitrase Yang Komprehensif,
a. Tujuan Perumusan Klausula Arbitrase.

Pernanjian arbitrase selalu disebut Klausula Arbitrase, ia ‘
merupakan perjanjian tambahan atau "asessor’ yang melengkapi

~ perjanjian  pokok. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian
yang sederhana, dan dapat juéa lebih terinci dalam mengatur
segala syarat-syarat arbitrase. perumusan pefianjian arbitrase
tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan!peﬁerapan proses
arbitrase manakala benar-benar terjadi sengketa.

Klausula arbitrase yang dirumuskan secara terinci akan
menghindari berbagai hambatan dalam proses arbitraée. apabila
perumusan dibuat secara terinci, maka para pihak lebih mudah
memantau  dan menentukan apakah suatu keadaan atau
tindakan yang dilakukan salah satu pihak termasuk kedalam
kerangka perjanjian arbitrase. sekaligus pule hal itu memberi
pegangan yang lebih pasti bagi anggota arbiter untuk
rmenentukan kewenangan dan penyelesaian perselisihan.

Suatu perjanjian arbitrase yang memuat klausula yang
terperinci  sekaii atau mendetail adakalanya men'ghambat
kegiatan dan dinamika para pihak dalam melaksanakan
perjanjian. Sehingga timbul sikap kaku dan terlampau hati-hati,
karena takut terjebak kepada salah satu syamat yang disebut

dalam klausuia. Klausula arbitrase yang paling berdaya guna
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falah Klausula yang rincian rumusannya bersﬁa£ “modef;f:.
Klausula yang seperti ini, hanya merumuskan rijncian pokok-
pokok saja, yakni ia hanya seperiunya yang dika%tkan dengan
ruang lingkup perjanjian pokok. Hal-hal pokok yang menjadi
perselisihan saja yang dirinci klausula. |

Untuk mencegah diterapkannya prosedgri litigasi dan
untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak mnjanyenangkan —
bilamana arbitrase dilangsungkan, para pihak haru?s menyusun
klausula-klausula arbitrase dengan cermat.
b. Unsur-unsur Klausula Yang Komprehensif

Klausula arbitrase mempunyai peranan yjang penting
karena menentukan apakah akan bertangsung suéfu arbitrase,
bagaimana diléksanakannya, hukum subtantif apa yjang berlaku.
Secara umum, Klausul-klausui arbitrase akan mencakjupssz
1). Komitmen/kesepakatan para pihak untuk mjelaksanakan

arbitrase ;

2). Ruang lingkup arbitrase ;
3). Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institjusional atau

‘ad- hoc®, apabila memilih bentuk ad-hoc, méka klausula

|
% Gary Goodpaster, dkk “Tinjauan terhadap arbitrase dagang secara umum dan
; arbitrase degang di Indonesia”, op.cit. hal 25 i
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tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atay
majelis arbitrase.

4). Aturan prosedural yang berlaku :

D). Tempat dan bahasa yang digunakan ;

6). Pilihan terhadap hukum subtantf yang beraku bagi
arbitrase ;

7). Klausul-klausul stabilisasi dan hak kekebaian (imunitas), jika
relevan.

Menurut Stephen R. Bond, sedikitnya ada 9 (sembilan)

Unsur yang harus disepakati’oleh para pihak dalam klausula

arbitrase™:

1). Para pihak harus jelas menetapkan apakah penyelesaian
sengketa yang mungkin timbul diserahkan kepada majelis
arbitrase yang akan dibentuk setelah sengketa timbul (ag-
hoc arbitration) atau menyerahkan kepada suatu badaen
arbitrase yang telah ada (institutional aritration),

2). Standar klausula arbitrase.

3). Tempat diadakannya arbitrase,

4). Pilihan hukum.

5). Komposisi dari arbiter.

6). Bahasa dalam proses arbitrase.

1

*7 Stephen R.Bond,” How fo draft an arbitration clause”, Journal of Intemationsl
Arbitration (1989) dalam Erman Rejapuguk,” Arbitrase dalam putusan pengadilon”,
op.cit. hal. 92-102,
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. Putusan akhir yang mengikat.

Pelaksanaan putusan arbitrase.

Biaya arbitrase.

Penerapan Secara Rinci Unsur-Unsur Klausula Arbitrase

Yang Komprehensif.

1). Kesepakatan Para Pihak untuk melaksanakan arbitrase.

2)

Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang
jelas terhadap arbitrase serta pemyataan sengketa apa
yang diselesaikan secara arbitrase. Komitmen dan ruang
lingkup arbitrase tersebut dapat dicontohkan sebagai
berikut ;

‘setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang
terjadi atau sehubungan dengan peranfian int, atau
wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian
akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan
aturan-aturan ~ UNCITRAL (UNC!TRAii RULES

sebagaimana berlaku saat ini.

Penetapan Bentuk Arbitrase.

Klausula arbitrase harus memuat pemyataan
apakah arbitrase akan dilakukan secara
lembaga/institusional atau “ad-hoc” disertai pernyataan

aturan-aturan prosedural yang akan berlaku.
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a). Arbitrase Ad-hoc

Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana
pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja
prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari
arbitrase. Berikut ini contoh klausula arbitrase yang
mengatur penunjukan arbiter ketiga.
"Each party shall appoint 1 (one) arbilrator within 7
(seven) days after a @uest therefor has been issued by
either one of the parties fo the other and the 2 (fwo)
arbitrators so appointed shall jointly appoint' the third
arbitrator. Should however, the 2 (two) arbitrator fail to
appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days of
the day the second arbitrator has been appointed, the
chairman of the central Jakarta distict court shall be
entitled to appoint the third arbitrator upon request of
either party”.
b). Arbitrase Institusional

Apabila para pihak memiih institutional
arbitration, maka badan arbitrése yang bersangkutan
telah mempunyai standard klausula arbitrase yang
mereka pakal. Umpamanya Infemational Chamber of
Commerce (ICC) di Paris mempunyai méadel klausula

sebagai berikut
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‘Al disputes arising in connection with the present

contract shall be finally settled under rules of congiliation

and arbitration of the intemational chamber of commerce

by one or more arbitrators appointed in accordance with

the said rules”.

Demikian juga UNCITRAL mempunyai model

klausula sebagai berikut :

‘Al disputes arising in connection with this agreement

shall be finally settied under the UNCITRAL Arbitration

Rules by a pane! of three arbiters selected accordance

with UNCITRAL Asticle 77

3) Tempat diadakannya Arbitrase

Tempat arbitrase turut menentukan mengenai terlibatnya

pengadilan nasional dalam proses arbitrase baik dalam

membantu lancamya proses arbitrase tersebut maupun

intervensi pengadilan, manakala teradi hal-hal yang

bertentangan dengan’ Undang-undang atau pelaksanaan

putusan arbitrase.

Klausula berikut ini secarajelas menyebut tempat arbitrase :

‘any dispute or claim arising from this agreement shall be settied
under the rules of conciliation and arbitration of the intemnational
chamber of commerce by one arbitrator appointed in accordance

: }
with the intemational chamber of commerce rules and held in Zurich,



98

Switzerland. This agreement shall be enforceabte and indigement
upon any award rendered by arbitrator may be entered in any court
of any country having yurisdiction”.

4) Pilihan Hukum Subtantif

Para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase bebas
untuk menentukan hukum subtantif yang berlaku bagi sengketa
mereka. Para pihak lazim menunjuk hukum dari satu yurisdiksi
tertentu sebagai hukum yang berlaku.

Pilihan hukum dikenal dengan istilah “proper law of a
contract' dimana seluruh kontrak atau unsur-unsumya tunduk pada
hukum tersebut. Dalam perjanjian intemasional “proper law” amat
menentukan karena para pihak datang dengan sistem hukum yang
berbeda®.

Kiausula yang menentukan berlakunya hukult;n nasional

maupun intemasional, dapat dicontohkan sebagai berikut :
“Any international arbitration tribunal constituted pursuant to this
agreement shall apply the law of (hose state} on the one hand and
public interational law and general customary law on the other
hand, but in the event of a canflict between such two systems shall
apply only public international law and general customary law”.

5) Bahasa dan Proses Arbitrase

51 akshman Marasinghe “coniract of sale in intemational trade law” (Singapore :
Butterworths Asig, 1992) h.8 dalam Ermen Rajaguguk, op.cit. hal. 97.
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Bilamana arbitrase bersifat international klausula arbitase
harus memuat pemyataan mengenai bahasa atau bahasa-bahasa
yang akan digunakan dalam arbitrase. Pasal 28 Undang-undang No.
30 Tahun 1999 menyatakan .bahwa yang digunakan dalam semua
proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan
arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain
yang akan digunakan.

Berikut ini conteh klausula 'yang mencaniumkan bahasa

yang digunakan dalam proses arbitrase :
“all dispute arising in connection with the agreement (including the
enforceability of this arbitration provision) shall be exclusively and
finally settled by arbitration. The arbitration shali. be cond.ucted in the
English language pursuant to the UNCITRAL rules, expect as
modified herein, utilizing a single arbitrator at a mutually convenEp}
location. The arbitrator shall be appeinted by the Americ;a‘ Arbitration
and shall be a lawyer familiar with international business transaction
and the substantive laws of the United Stafes conversant in the
English language, and not in any way associated with either party”.

6) Putusan Akhir dan Mengikat

Putusan arbitrase merupakan putusan final and binding,
artinya putusan akhir yang mengikat. Subtansi putusan arbitrase
tidak dapat lagi diperiksa oleh pengadilan. Pasal 24 ICC Rules

menyebutkan bahwa . “the arbitral award shall be final’. Demikian
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juga pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 30 tfahun 1889
menyebutkan : ‘... para arbiter akan memberikan putusannya
secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
para pihak akan menerima putusannya secara final dan menglkat
seperti yang telah diperjanjikan bersama’. Lebih tegas lagi daiam
pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1988 menegaskan : “..
putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan mengikat para pihak”.

Berikut ini contoh Kausula yang menyatakan secara tegas
putusan arbitrase adalah final and binding sebagai berikut :

a). “Keputusan yang diambil oleh Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) akan merupakan keputusan akhir dan
mengikat para pihak’”.

b). "Kedua belah pihak akan menerima keputusan dari BANI
tersebut sebagai putusan akhir dan mengikat kedua belah
pihak”.

7) Pelaksanaan Putusan Abitrase
Contoh-contoh klausula yang mencantumkan pelaksanaan
putusan arbitrase sebagai berikut :

a). “.... Judgement may be entered upon the award in any court of

competent jurisdiction”.
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b). “this agreement shall be enforceable and judgement uponh any
award rendered by arbitrator may be entered in any court of any
country having jurisdiction”.

8) Biaya Arbitrase
Peraturan dari ICSID, ICC, LCIA (London Court of

Intemational  Arbitration), Stockholm Chamber of Commerce

memberikan kepada arbiter kebiaksanaan pembebanan biaya

tersebut, kecuali para pihak telah menentukan lebih dulu. Sedangkan

UNCITRAL membebani biaya arbitrase kepada pihak yang kalah,

kecuali majelis arbitrase menganggap adalah masuk akal untuk

membebani biaya tersebut kepada kedua belah pihak. Dalam pada
itu pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999,
menentukan bahwa pihak yang kalah harus menanggung biaya
arbitrase. jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase
dibebankan kepada para pihak secara seimbang (pasal 77 ayat 2).
Contoh klausula mengenai biaya arbitrase sebagai berikut :
"the party in whose favor the arbitral award is réndered shall be
entitied to recover its cost and expenses relating to the arbitration
includinng but nat limited to the cast and expense of administration of
the arbitration proceedings, travel and related expenses and

reasonaple attormney's fees”.

i e YR
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d. Praktek Perjanjian Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis.

Dalam  kontrak-kontrak  Joint  Venture,  Agency
Agreement, Lease Agreement dan Management and Technicai
Assistance Agreement banyak dijumpai perjanjian arbitrase,
berikut ini contoh perjanjian arbitrase yang komprehensif ;

1. Pengaturan yang lengkap didalam bahasa Inggrs misalnya
adalah sebagai berikut %°: |

(@. Any and all disputes in connection with this
Agreement shall, so far as possible be settled amicably
between the party hereto.

(b). Failing such an amicable settlement, any and ali dispute
arising out of or in connection with this agreement, or its
performance shall be settled by arbitration to be held in
Jakarta, In the English language, under the rules of the
Indonesian National Board of Arbitration (BANI Rules).

(c). Each of the paries shall have the right to apoint |
arbitartor the 2 arbitrators in turn will apoint the third
arbitrator. Should one party fail o appoint its arbitrator
within 14 days from the appointment of the first arbitrator
or should the 2 arbitrators fail to appoint the third

arbitrator within 14 days from the appointments of the 2

¥ Felix O. Soebagjo dan Faireah Jatiro “Arbitreise di Indonesia beberapa contoh kasus
dan pelalsanaan dalam prakid” dalam Felix O. Soebagjo, dkk (ed)
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arbitrators, then such arbitrator or arbitrators shall be
appointed by the chairman of BAN! or a person

nominated by him on the petition of either party.

. the parties hereto expressly agree that section 631 of the

Reglement op de Rechtsvordering (RV) shali aplly, and
that accordingly the arbitrators shall only reach the
decision by applying stricts rules of law to the facts and
shall not purport to resolve any dispute ex asquo et
bono. The decision of the board of arbitration shall be
final, binding and in contestable any may be used as a
basis of judgement thereon in Indonesia or elsewhere. It
shall include a determination as to which of the parties

shall pay the cost of the arbitration.

. the parties hereto expressly agree that section 641 of RV

and article 15 and Article 108 of Law number 1 of 1950
(The Supreme Court Rules) as well as any other laws of
the Republlic of Indonesia which would grant the right to
appeal from the decision of the arbitratbrs. Accordingly,
there shall be no appeal to any court or other authority
(govemment or private) from the decision of the
arbitrators, and the parties shall not disputé nor question

the validity of such award before any regulatory or other
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authority in Indonesia of the enforcement action taken by
the party in whose favour the award was rendered.

Neither party shall be entitled to commence or maintain
any action in a court of law upon any matter in dispute

untl such matter shall have been submitted and

determained as here in before provided and then only for -

the enforcement of such arbitration.

Pending the submission to arbitration and thereafter until
the board of arbitration published its award, the parties
shall continue to perform all the obligation under this
agreement without prejudice to the final adjustment in
accordance with the said award. |

The parties hereby expressly waive section 650.2 of RV
g0 that the rﬁandate of the board of arbitration- duly
constituted in accordance with the term of this agreement
shall remain in effect until the final arbitration award has

been issued by the board of arbitration.

. The provision contained in this article shall survive the

termination and/or expiration of this agreement.

. The parties hereto waive the application of article 1266 of

the Indonesian Civil Code to the extent that judicial
cancellation of this Agreement is prerequisite to the

termination of this Agreement.
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2. Perumusan dalam bahasa Indonesia direkomendasikan

sebagai berikut %

(a).

(b).

©).

Setiap perselisinan, pertentangan dan perbedaan
yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang
memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat antara kedua belah pihak.

Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
tersebut  tidak berhasil  tercapal, maka setiap
persefisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat
yang berhubungan dengan peranjian ini  akan
diselesalkan secara tuntas berdasarkan ketentuan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) déngan tiga
arbitrator yang ditunjuk.

Setiap pihak yang berselisin berhak menunjuk seorang
arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk selanjutnya
akan menunjuk arbitrtaor ketiga. Daiam hal salah satu
pihak gagal menu_njuk arbitratornya dalam jangka wakiu
14 hari setelah penunjukan arbitrator pertama, atau
dalam hal kedua arbitrator yang telah ditunjuk gagal
menunjuk arbitrator ketiga dalam jangka wakiu 14 hari
sejak ditunjuknya kedua arbitrator maka arbitrator

tersebut akan ditunjuk oleh Ketua BANI atau oleh

f

% Thid hal. 90-52
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anggota yang lain yang ditunjuk oleh Ketua BANI atas
permintaan salah satu dari kedua belah pihak yang

berselisih.

. Kedua belah pihak dengan ini secara tegas menyatakan

setuju  bahwa arbitrator semata-mata terikat pada
ketentuan Pasal 631 dari Reglement op de
Rechtsvordering (RV) seﬁingga bara arbitfator hanya
akan mengambil keputusan berdasarkan kaidah-kaidah
hukum yang berlaku dan bukan sebagai orang yang bijak

(ex aequo et bono).

. Keputusan para arbitrator diambit sedapat mungkin

secaia musyawarah mufakat, apabila musyawarah
mufakat tersebut tidak mencapai hasi, maka para
arbitrator mengambil  Keputusan berdasarkan suara
tetbanyak. Keputusan para arbitrator adalah finai,
mengikat dan tidak dapat dibanding serta dapat
digunakan sebagai dasaf untuk keputusan pengadilan.
Keputusan tersebut akan meliputi juga keputusan
tentang bagaimana dan untuk berapa banyak para pihak
akan membayar imbalan dan biaya arbitrase.

Kedua belah pihak dengan tegas menyatakan setuju
untuk mengesampingkan berlakunya pasal 641 RV dan

Pasal 15 serta Pasal 108 Undang-undang No. 1 Tahun
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1950 (Undang-undang tentang Mahkamah Agung) dan
juga Undang-undang lain yang memberikan hak untuk
naik banding atas keputuéan para arbitrator. Oleh karena
itu tidak akan ada banding pada pengadilan apapun atau
pada badan-badan lginnya (baik pemerintah maupun
swasta) atas keputusan dari para arbitratof dan para
pihak tidak akan memperselisihkan atau mempersoalkan
keabsahan keputusan tersebut dihadapan pihak yang
berwenang manapun dalam wilayah hukulm dimana
pelaksanaan keputusan dilakukan oleh pihak yang

dimenangkan oleh arbitrator.

. Tak satu pihak pun berhak untuk memulai atau

melanjutkan tindakan hukum dimuka pengadilan atas
masalah yang sedang diperselisinkan sampai masalah
tersebut diputuskan oleh para arbitrator, kecuali bila atau
dalam hal tindakan hukum tersebut dimaksudkan untuk

melaksanakan keputusan para arbitrator.

. Sambil menanti pengumuman keputusan para arbitrator

para pihak akan terus melaksanakan masing-masing
kewajibannya berdasarkan peranjian ini kecuali bila
perjanjian ini telah diakhir, sesuatu dan lain hal tanpa

mengurangi kekuatan berlakunya pen#elesaian dan



108

penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan keputusan
para arbitrator.

(). Kedua belah pihak dengan ini menyatakan dengan tegas
telah mengesampingkan berlakunya Pasal 650 (2) RV
sehingga dengan demikian kewenangan para arbitrator
yang telah diberikan secara sah sesuai dengan
ketentuan peranjian ini tetap berlaku sampai suatu
keputusann akhir arbitrase dikeluarkan dan diumumkan
oleh para arbitrator.

(). Para pihak juga dengan tegas setuju mengesampingkan
berakunya ketentuan Pasal 1266 dar Kitab Undang-
undang Hukum Perdata sepanjang persyaratan adanya
keputusan pengadilan diperiukan untuk pemutusan suatu

perjanjian.

C. Peranan Pengadilan Dalam Penegakan Arbitrase.
C.1 Putusan-Putusan Pengadilan menyangkut klausula arbitrase
Sehubungan dengan kewenangan badan arbitrase tersebut,
berikut ini akan dipaparkan data putusan pengadilan menyangkut

kltausuila arbitrase.
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a. Perkara perdata No. 113/1980.G antara PT. Balapan Jaya
melawan Ahju Foresty Company Limited °'

Duduk perkaranya sebagai berikut Bahwa_ pada tanggai 7 '
Nopember 1977 Ahju Foresty Company Limited memperoieh hak
pengusahaan hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun atas areal
hutan seluas 115.000 ha di witayah Propinsi Kalimantaﬁ Barat.

Untuk melaksanakan HPH tersebut, penggugat dan tergugat
telah mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing yang
bermama PT. Ahju Balapan Timber, dalam perjalanan usaha tersebut
timbul  perselisihan mengenai pendayagunaan hutan. Menurut
penggugat PT. Ahju Balapan Timber telah menunjukkan sikap yang
bertentangan  dengan  kebijaksanaan  pemerintah sehingga
menimbulkan kerugian bagi penggugat, berdasarkan alasan tersebut
ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Terhadap gugatan tersebut, pihak tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya bahwa semua sengketa antara para
pihak berdasarkan perjanjian harus diselesaikan melaiui arbitrase
dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam jangka waktu
30 hari akan diselesaikan melalui Umpire of Commerce di Paris. Hal
tersebut berdasarkan Basic Agreement For Joiht Venture pasal 15

tertanggal 20 Maret 1974.

i

! Perilcsa Putusan PN Jaksrta Utara No.113/1980.G jo. Putusan PT Jakerta No. 571981 jo.
Putusan MA RI No. 2924/K/Sip/1981.
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Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusannya No. 11
atau 113/1980.G menolak eksepsi tergugat. Penolakan tersebut
didasarkan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat mengajukan perkara ke pengadilan dalam
rangka mencari dan mewujudkan kebenaran. Bahwa tentang
keberatan arbitrase serta hukum perjanjian internasional demikian
tidak dapat diterima, karena akankah tergugat meragukan peradilan
yang dilakukan Indonesia, kalau yang demikian pertama-tama
diutamakan ialah cara penyelesaian melaiui perdamaian oleh
pengadilan tidak berbeda, makna dan tugasnya dengan apa yang
disebut arbitrase itu bahkan tidak berkelebinan dikemukakan
peradilan dilakukan dengan putusan diucapkan “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam putusannya Pengadilan Neger Jakarta Utara
menyatakan berwenang mengadili perkara a quo, kemudian
mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni menyangkut
pengurusan perusahaan diserahkan kepada penggugat, sedangkan
gugatan selain dan selebihnya ditolak. Pengaditan Tinggi Jakarta
dengan putusannya tertanggal 7 Mei 1981 No. 57/1981/PT Jakarta
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut.

Terhadap putusan pengadilan tersebut pihak tergugat
mengajukan kasasi. Mahkamah Agung RI telah mengoreksi putusan

tersebut, di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI membatal_igo_\_r}



m

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menyatakan
pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Hal tersebut
didasarkan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai Dewan
Arbitrase dalam pasal 15 Basic Agreement For Joint Venture telah
mengikat para pihak sebagai Undang-undang sesuai ketentuan
pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu
putusan yudeks factie telah bertentangan dengan pasal 615 Rv
dengan demikian telah melanggar ketentuan tentang kompetensi

absolut.

b. Perkara Perdata No. 70/PdLG/M1982/PN.P.Bun, antara S.M
Pardede {PT. Pulau Intan Cemerlang, Cs) n{eiawan Ir. Syafei
Juremi, Cs %

Dalam perkara S.M Pardede melawan Syafei Juremi Cs,
FPengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memeriksa sengketa jual
beli & (enam) buah tractor merek komatsu. Tergugat mengajukan
eksepsi antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena
jika timbul perselisihan sebagai akibat dar perjanjian jual beli

tersebut, maka akan diserahkan penyelesaiannya kepada BANI,

2 periksa Putnsan PN Pangkalan Bun No . 70/Pdt/G/1982 jo Putusan PT Palangkaraya
No.3V/198¥PT.PR jo. Putusan MA RI No. 1851 K/Pdt/1984.
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sedangkan pihak penggugat menanggapi dengan menyatakan tidalk
ada kewajiban hukum untuk mengajukan sengketa kepada BANL.

Dalam pertimbangan maupun putusannya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perfama-tama menyatakan
perjanjian jual beli tersebut adalah sah. Bahwa antara lain dalam
pasal 21 memuat ketentuan tiap sengketa yang timbul harus
diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan
permasalahan tersebut kepada BANI. Selanjutnya Pengadilan Negeri
berpendapat penyelesaian BANI sebagaimana dicantumkan dalam
kiausula perjanjian pasal 21 hanyalah merupakan formalitas saja dari
pefjanjian tersebut, sedangkan dihati para pihak tidak ada niat untuk
mempergunakan lembaga arbitrase BAN|I tersebut.

Pengadilan Negeri juga mengutip pendapat Soebekti dan
Zainal Asikin Kusuma Atmadja yang antara lain mengernukakan
lembaga arbitrase di Indonesia masih jarang sekali dipergunakan
disebabkan kecuali karena kurang pengertian, juga kafgna tidak ada
keyakinan tentang manfaatnya.

Akhimya Pengadilan Negeri sampai pada kesimpulan dan
berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang
untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas putusan
ini, pinak penggugat mengajukan banding.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan

Tengah dalam putusannya No. 31/1983/PT.PR, berkesimpufan
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bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim pertama sudah tepat
dan benar, serta Pengadilan Tinggi mengambil pertimbangan-
pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendir, maka
oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
dikuatkan.

Selanjutnya pihak tergugat mengajukan kasasi. Dalam
memori  kasasinya pihak tergugat mengajukan alasan atau
keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan. Negen dan
Pengadilan Tinggi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pengadian Negeri Pangkalan Bun dalam awai
pertimbangannya telah / mengkonstatir sehdiri perjanjian
antara penggugat dan tergugat menurut pasal 1320 BW
adalah sah.

- Bahwa perjanjian yang oleh Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun sendiri telah dinyatakan sah itu adalah suatu kesatuan
yang utuh, terbagi bagi dalam pasal, kemudian rumusan.

- Bahwa pasal 21 dar pefanjian tersebut dirumuskan
demikian : yang pada pokoknya menagandung arti bahwa
“sefiap sengketa” yang t.imbul harus diselesaikan dengan
musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan pada Badan
Arbitrase.

- Bahwa dengan menyatakan sah perjanjian tersebut oleh

Pengadian Negeri Pangkalan Bun sendii maka berarti
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bahwa pasal 21 dari pefjanjian itu adalah sah pulg,
Pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian
secara keseluruhan adalah sah sekaligus menyatakan pula
bahwa salah satu bagiannya adalah tidak sah karena berari
bahwa :

Bahwa Pertama : pernyataan Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun tersebut karena mengandung pertentangan dalam isinya
(inneriiike tegenstrﬁdigheden) adalah tidak sah, atau Kedua :
pefjanjian itu sendiri adalah tidak sah karena salah satu
bagiannya yaitu pasal 12 dianggap sebagai‘ “formalitas”
belaka oleh Pengadilan Neger Pangkalan Bun.

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
telah menilai bahwa secara Keseluruhan perjanjian itu sah
maka secara Implisit Pen;qadi!an tersebut telah menyatakan
pula bahwa pasal 21 dari perjanjian adalah sah pula, entah
sebagai formalitas akan tetapi yang mengikat para pihak.
Bahwa oleh karena peranjian tersebut baik secara
keseluruhan maupun menurut pasal dan rumusan adalah
sah menurut hukum maka menjadi jelas sudah, bahwa
pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang
perjanjian itu dengan menyampingkan pasal 21 adalah tidak
sah karena sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut

harus diadili oleh Badan Arbitrase menuruti kehendak
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bersama para pihak dan oleh karena itu berlaku sebagai
Undang-undang, sefiap warga mengetahui secara pasti
bahwa Undang-undang adalah iebih tinggi dari Pengadilan
Negeri. L
Bahwa apakah masih diragukan bahwa perkara in casu
adalah bukan sengketa, dan bila perkara tersebut adalah
suatu sengketa maka apakah Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun berwenang mengadili sengketa tersebut, sedangkan
para pihak menghendaki lain yaitu pertama diselesaikan
dengan musyawarah dan apabila gagal menyerahkan
sengketa tersebut pada Badan Arbitrase.

Bahwa penyerahan pada Badan Arbitrase menurut perjanjian

tersebut adalah bukan secara langsung akan tetapi

bertahap.

Pertama : adanyasengketa.

Kedua . adanya musyawarah.

Ketiga - adanya gagal musyawarah, barulah pada
tahap.

Keempat : penyerahan pada Badan Arbitrase

Namun, baru pada tahap pertama vyaitu tahap adanya
sengketa, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah
menyatakan dirinya berwenang memeriksa suatu hal yang

secara tepat oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri
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telah disitir sebagai “karena kurang pengertian” (halaman

206 alinea kedua) dalam hal ini pengertian para Hakim

mengenai Badan Arbitrase.

- Bahwa tidak disangkal, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun berwenang mengadili perkara in casu, akan tetapi hanya
terbatas pada pernyataan bahwa dirinya tidak berwenang
mengadili perkara dan bukannya mengabulkan tuntutan
penggugat secara sepihak tanpa sesuatu musyawérah,
tanpa suatu pemyataan tentang gagalnya musyawarah itu
dan tanpa pula diadili oleh Badan Arbitrase.

Mahkamah Agung Rl dalam Puitusannya tertanggal 24
Desémber 1985 telah menolak permohonan kasaéi. Dasar
pertimbangénnya sangat singkat yakni, keberatan-kéberatan dan
pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak
salah menerapkan hukum.

Sehubungan dengan putusan tersebut Erman Radjagukguk
menyatakan bahwa Mahkamah Agung Ri ternyata tidak membahas
argumen-argumen pihak tergugat dan penggugat, sehubungan
dengan kompetensi absolut ini, selain mengambil alih begitu saja

pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 8

$ Lrman Redjagukguk “Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan” Cendra Pratams, Tki-
2000, hal 29-30.
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Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut
tidak secara tegas (expressis verbis) menyatakan bahwa perjanjian
para pihak tentang arbitrase dapat dikesampingkan hakim, sehingga
tidak dapat dikatakan alasan hukum (fegal reasoning)
dikesampingkannya klausula arbitrase dalam perkara tersebut”.
¢. Perkara Perdata PT Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT

Shorea Mas *

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung Dalam
putusannya No. 3179/K/Pdt/1984 tertanggal 4 Mei 1988 menyatakan
bahwa dalam hal ada klausula arbitrase pengadilan negen tidak
berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konpensi
maupun dalam rekonpensi.

Putusan Pengadilan tingkat pertama, yakni Putusan
Pengaditan Negeri Jakarta Timur Mo.145/T/1981.G, tertanggal 10
November 1981 telah menyatak.an berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo dan mengabulkan gugatan penggugat untuk
sebagian, dengan demikian Pengadilan Negeri telah
mengesampingkan adanya klausula arbitrase.

Di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No.871 982/PT. Perdata. tertanggal 22 November 1983 telah

membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertarha, Pengadilan

6 Periksa Putusan PN Jakarta Timur No.149/T/1981.G jo Putusen PT Jakarta
No.87/198%PT.Perdala jo Putnsen MA RI No.3179/K/Pdt/1584.
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Tinggi menyatakan Pengadilan Negen fidak berwenang memeriksa
dan mengadilinya baik gugatan konpensi maupun dalam gugatan
rekonpensi. |

Pendirian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam
tingkét kasasi, Selain itu putusan tersebut juga mempertimbangkan
tindakan melepaskan klausula arbitrase. Menurut Mah!;amah Agung
pemyataan melepaskan Klausula arbitrase harus dilakukan secara
tegas dengan suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh” kedua
belah pihak. Pertimbangan tersebut .sehubungan dengan adanya
pendapat Majelis Hakim di Pengaditan tingkat pertama yang
menyatakan : “penggugat temyata telah menggunakan haknya untuk
menggugat dihadapan pengaditan negeri dan melepaskan hak untuk
rﬁenyelesaikan sengketa ini dengan arbitrase”, pendapat int tanpa
rﬁerinci bagaimana serta dengan cam apa klausula arbitrase

tersebut dilepaskan.

d. Perkara Perdata No. 310/1972.G antara Dato Wong Gong dan
PT. Metropolitan Timbers Ltd melawan GAPKI Trading Co.
Ltd. PT *

Pengadiian Negeri Jakarta Pusat melaiui putusannya No.

310/1972, tertanggal 12 Maret 1973 telah menolak eksepsi para

 eriksa Putusan PN Jakarta Puset No. 310/1972 jo. Putusan PT Jakarta No. 145/1973.PT Perdata jo.
Putosan MA RI No. 225 K/Sip/1976.
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tergugat dan tidak menyinggung sama sekali pasal 11 perjaﬁjiéﬁ
(agreement No. 25, tanggal 25 Nopember 1969).yang antara lain
ditentukan "if there any dispute afising that can not be settled by both
parties amicably than the maiter concerned is subject just to an
arbitration consisting of thee arbitrator, one arbitrator shall be efected
by each party and the third arbitrator to be e!ecte& Jointly by the two
arbitrator to act as referee”.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahlmenerima dan
memeriksa gugatan penggugat, padahal tegas-tegas ditentukan
bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam
melaksanakan agreement tersebut) yang fidak dapat'diselesaikan
oleh kedua belah pihak secara musyawarah, maka 5adan arbitrase-
lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah
pihak untuk menyelesaikan perselisinan tersebut.

| Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarté melalui
Putusan No. 145/1973.PT.Perdata, tertanggal 10 Juli 1975 dalam
pertimbangannya . “karena kedua belah pihak tfidak mengajukan
perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengaditan Negeri, maka
dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara
fi.

Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 225 K/Sip/1976,
tertanggal 30 September 1983 antara lain mempertimbangkan,

bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru, seolah-olah mengenai
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kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut,

oleh Pengadilan Negeri digantungkan pada perlawanan dalam

pemeriksaan  dipersidangan. Menurut Mahkamah Agung Ri
argumentasi tersebut bertentangan dengan pasal 11 dari persetujuan
yang berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan pasal 11
tersebut adalah menyangkut kekuasaan lembaga arbitrase uniuk
menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dimana dengan
tegastegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilarmana timbul
perselisihan  dalam  melaksanakan agreement dalam putusan
tersebut Mahkamah Agung menyatakah bahwa Pengédilan Tinggi
maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut baik dalam konpensi
maupun rekonpensi.

e. Perkara Perdata No. 361/Pdt.G/1999/Pengadilan
Negeri.Jak.Sel antara PT. Bukit Sunur melawan PT. Jaya
Sumpiles Indonesia ®

Dalam persidangan Pengadilan Neger, pihak tergugat H
mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

berwenang memeriksa dan mengadili  karena dalam KkoniFai

6 periksa Putusan PN Jakarta Selatan No. 361/Pdt.G/1999/PN.Jek Sel jo. Putusan PT
Jelkarta No. 111/Pdt/2000/PT.DKI jo Putusan MA RI No. 1715 K/Pdt/2001.
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penambangan tertanggal 8 _Juni 1988 (bukti P-3) mencantumkan
klausula arbitrase.

Bahwa eksepsi tersebut telah ditolak dan pengadilan
mengabulkan sebagian gugatan. Atas putusan ini pinak yang kalah
mengajukan banding.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut dengan
pertimbangan antara lain dinyatakan bahwa pertimbangan hukum
dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar menurut hukum,
sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hu'kum Pengadilan
Tinggi dalam mengadili perkara ini. |

Tergugat | yaitu PT. Jaya Sumpiles Indonesia menolak
putusan Pengadian Tinggi DKI Jakarta dan mengajukan
pemeriksaan - kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan
kasasi dalam memori kasasinya, yang antara lain sebagai berikut :
‘bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yang
berhubungan dengan adanya klausula arbitrase didalam perjanijian,
oleh karena hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa
didalam perkara ini merupakan hubungan hukum yané timbul dari
perjanjian, yaitu kontrak penambangan tertanggal 8 Juni 1988 (bukti
P-3) pada 18 perjanjian tersebut, maka dengan demikian perjanjian
yang berlaku diantara para pihak didalam perkara ini mengandung

Klausula arbitrase”.
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Selanjutnya pihak pemohon kasasi menunjuk kepada
Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri No. 226 K/Sip/1976 jo. No. 445
K/Sip jo. No. 3179 K/Pdt1984 yang menyatakan judex facti tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul
dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

Mahkamah Agung R! melalui putusannya tertanggal 12
Desember 2001 No. 1715 K/Pdy2001 telah mengabuikan
permohonan kasasi dari PT. Jaya Sumpiles Indonesia dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan serta mengadili sendiri yang amamya antara
lain sebagai berikut . “menyatakan Pengadilan Negeri Jakaria
Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik
dalam kopensi maupun dalam rekonpensi". |

Putusan tingkat kasast tersebut didasar pertimbangan yang
antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal 8 perjanjian kontrak yang tercantum

dalam bukti P-3 antara lain PT. Bukit Sunur dengan PT.
Jaya Sumpiles Indonesia telah ditenfukan : “perselisinan
yang timbul antara para pihak yang bersangkutan
diserahkan kepada badan arbitrase, kecuali dimodifikasi
oleh para pihak secara tertulis”.

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Ri,

klausula arbitrase termasuk kewenangan absolut dan



123

jika para pihak tidak menyinggungnya, Hakim karena
jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang:
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

C.2 Kasus Klausula Arbitrase Yang Tidak Cermat Dalam Putusan-

Putusan Pengadilan.
1. Perkara PT. Dharma Niaga. Ltd Versus Hati Prima Potash
PTE L _

PT. Dharma Niaga Ltd dan Hati Prima Potash PTE Lid telah
terikat perjanjian jual beli sebagaimana temyata dari “sale and
purchase agreement’, tanggal 27 Juni 1996 No. 298 A/HPP/51/96
sesuai butir 18 surat perjanjian, para pihak sudah sepakat untuk
menyerahkan sengketa yang mungkin timbul kemudian yang tigak
dapat diselesaikan secara balk-baik kepada pemutusan wasit di
Indonesia dengan hukum yang berlaku di Indonesia, adapun bunyi
teks perjanjian sebagai berikut :

“Any dispute arising under or relating to this sale and purchase
agreement, or the breach there of which can not be settled amicably
between the parties shall be referred to and settle in Indonesia under
the rules of Indonesia law".

Dalam Bahasa Indonesia pada pokoknya sebagai berikut :
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“Perselisinan yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan
perjanjian jual beli ini, atau cidera janji yang tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah antara para pihak, harusb diajukan dan
diselesaikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-
undangan negara Indonesia®.

Pihak PT. Dahrma Niaga (pemohon) menyampaikan kepada
hakim bahwa para penjual dan pembeli sudah berusaha
menyelesaikan sengketa ini secara baik tetapi tidak berhasil. Lagi
pula kepada Hati Prima Potash (termohon) telah ditulis surat
tertanggal 25 September 1996 agar termmohon dapat mengangkat
seorang wasit arbiter, akan tetapi termohon tidak menanggapinya
dengan baik. Oleh karenanya pemohon memohon supaya dapat
diangkat BAN! sebagai Badan Arbitfrase Nasional Indonesia untuk
melaksanakan arbitrase, dan apabila pihak temmohon fidak
menyeiujuinya, maka pemohon m‘ohon pengangkatan 3 (tiga) orang
arbiter, yang masing-masing diusulkan oleh pemohon dan termohon
serta ketuanya yang diangkat oleh pihak pengadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangannya
antara lain menyatakan bahwa hakim dapat menyetujui untuk
menunjuk / mengangkat arbiterwasit yang diLjsquan pemc;;(;ﬁ
sebagaimana surat permohonannya guna mewakili pemohon yaitu

Prof. Dr. Priyatna Abdumasyid, SH.Ph.D dan dari pihak termohon

untuk mewakili termohon yaitu Dr. Adnan Buyung Nasution, SH
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sedangkan pengangkatan / penunjukan ketua dari érbiter!wasit untuk

menyelesaikan sengketa antara pemohon dengan fermohon, Hakim

berpendapat pengangkatan dan penunjukan ketua tersebut
diserahkan sepenuhnya kepada BANI.

Penetapan  Pengadilan  Negeri Jakarta Barat No.
784/Pdt. P/1996/PN. Jkt.Bit, daiam amamya antara lain sebagai
berikut : |
- mengangkat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk

melaksanakan pemeriksaan perkara arbitrase inj ;

- mengangkat Prof. Dr. H. Priyatna Abdurmasyid. SH.Ph.D selaku
arbiter’wasit untuk mewakili pemohon dan dr. Adnan Buyung
Nasution, SH selaku arbiterwasit mewakili termohon dalam
pemeriksaan perkara arbitrase ini.

- Memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Nasional
Indonesia untuk menentukan komposisi majelis dan ketua majelis

pemeriksaaan perkara arbitrase ini.

2. Perkara PT. Batu Mulia Utama Versus SSC (Saincraft et
Brice Society Auxiliare d' Enterprises Sociaty Routiere
Colas).

Suatu perusahaan Indonesia PT. Batu Mulia Utama

mengadakan peranjian kerfjasama dengan perusahaann Prancis
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(S3C). Ada 2 pasal yang berkaitan dengan cara penyelesaiann
sengketa diatur dalam perjanjian tersebut. |

Pasal XXlIl menyatakan sebagai berikut :
“All disputes arising in connection with this agreement shall be finally
settled under the rules of conciliation and arbitration of the
Intermational  Chamber of Commerce by one or more arbitrator
appointed in accordance with The rules. The arbitratiqn shall be held
in ‘Jakarta, indonesia”.

Pasal XVIIl menyatakan sebagai berikut :
“This agreement shall be govemed by the laws of the Republic of
Indonesia. For this implementation and consequences of this
agreement, all parties choose the permanent and‘ imevocable
dornicile at the office of the Register at the district court in Jakarta”.

FT. Batu Mulia Utama dengan mendasarkan pada ketentuan
Pasal XVIIi juncto Pasal XX!ll menggugat pihak SSC di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan No. 301/Pdt.G/1984 dan meminta
penetapan agar penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalu
Badan Amitrase Nasional Indonesia (BANI). Gugatan ini dinyatakan
tidak dapat diterima. Ditingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 270/Pdi/1985/PT.DKI telah membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta‘ Pusat tersebut. Gugatan PT. Batu Mulia
Utama dikabulkan untuk sebagiean dan memerintahkan agar

sengketa itu diselesaikan melalui BANI.
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Pihak SSC mengajukan kasasi di tingkat kasasi, putusan
Pehgadilan Tinggi Jakarta dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri
gugatan semula dari PT. Batu Mulia Utama ditolak oleh Mahkamah
Agung RI.

Dalam putusan Kasasi No. 3992 K/Pdv1985, Mahkamah
Agung RI berpendapat bahwa pilihan hukum dan pilihan domisili
sebagaimana terdapat dalam pasal XVIII tidak mempengaruhi
berlakunya hukum Indonesia dan pilihan domisili adalah di
kepaniteraan Pengadilan Jakarta, hal ini tidak menjadikan bahwa
penyelesaian atas sengketa yang timbul harus diselesaikan melalui
BAN!. Para pihak dengan tegas telah menentukan ICC sebagai
badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul
berdasarkan perjanjian ifu. Arbitrase dapat dil:a;ksanakan sesuali
dengan ketentuan ICC dari Paris, tétapi tempat arbitrase di Jakarta,
dan tidak harus BANI, oleh karena para pihak tidak telah memilin
peraturan arbitrase BANI sebagai yang beraku.

Dari putusan Mahkamah Agung RI ini dapat disimpulkan,
dimungkinkan adanya klausul arbitrase yang menentukan dipakainya
peraturan suatu badan arbitrase intemasjonal (ICC Rules) walaupun
arbitrase itu diadakan di Jakarta serta dipilih hukum Indonesia
sebagai hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung sebagai pengawas dan instansi tertinggi

yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan di negara kita telah
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mermberikan penafsiran terhadap klausula arbitrase yang dibuat para
pihak. Pengadilan harus mengatakan dirinya tidak berwenang
apabila ada pilihan para pihak atas arbitrase sewaktu mereka
menandatangani kontrak. Para pihak telah menghendaki secara
tegas ICC sebagai instansi yang akan menyelesaikan dispute yang
timbul dari agreement ini sesuai dengan peraturan yang beraku bagi
ICC.

Majelis Kasasi berpendapat, penentuan beriakunya hukum
Indonesia dan juga pemiiihan domisili di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri di Jakarta tidak akan berarti bahwa kalau timbul sengketa
mereka harus dilakukan arbitrase melalui BANI Para pihak
menghendaki “ICC rules’, sehingga penyelesaiannya menurut ICC
sebagai badan arbitrase yang bersangkutan.

Jadi tidak dibenarkan bahwa para pihak harus menyelesaikan
perkara ini menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku di BANY,
tetapi mereka harus menyelesaikan menurut Rules of Concili.'_at_it_)p
Arbitration of the Intemational Chamber of Commrece.

Dari contoh kasus diatas memberi deskripsi bahwa klausuta
arbitrase yang tidak cermat memerlukan peran pengadilan untuk

menafsirkannya. Sudah barang tentu hal tersebut membawa

konsekuensi penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.
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3. Perkara PT. Perusahaan Listrik Negara {Persero) melawan
PT. Paiton Energy
Dalam perkara ini, para pihak terikat perjanjian Pembelian
Tenaga Listrik / Power Purchase Agreement (PPA). Selain perjanjian
pok;::k, mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang akan
timbul melalui forum arbitrase.
Perjanjian arbitrase para pihak antara lain sebagai berikut :
Article 18.3 Arbitration
“18.3.1. If the dispute cannot be settled within thirty (30) days
by mutual discussions as contemplated by section 18.1, and
referral to an expert is not required of or selected by the
Parties pursuant to section 18.2.1, or if a party so requests in
accordance with section 18.2.13, the Dispute shal finally be
settled by an arbitral tribunal (The “Tribunal’) under the
UNCITRAL arbitration rules contained in resolution 31/98
adopted by the United Nations General Assembly on
December 15, 1976 and entitled “Arbitration Rules of the
United Nations Commissions on {nternational Trade Law” as in
force at the time such arbitration as commenced. Each Party
will appoint an arbitrator within thirty (30) days of the date of
the appointment of the second-arbitrator, to act as Chairman of
the preceding sentence shall be appointed withiin the time

limits set forth in the preceding sentence shalt be appointed by
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the Secretary General of the Intermational Center for
Settlement of Investment Disputes. Both Parties undertake to
implement the arbitration award. The site of the arbitration
shall be Stockholm, Swedia. The language of the arbitration
shall be English. The Parties expressly agree to waive the
applicability of (a) Article 650.2 of the Indonesia Code of Civil
Procedure so that the appointment of arbitrator shall not
terminate as of the sixth (6™ month from the date (s) of their
appointment and {b) the second sentence of article 620.1 of
the Indonesia Code of Civil Procedure so that the arbitration
need not be completed within a specific time.”
Atau.terjemahannya :
Pasal 18.3 Arbitrase
“18.3.1. Apabila terjadi sengketa tersebut - tidak dapat
diselesaikan dalam wakiu 30 (tiga puluﬁ) Hari melalui
perundingan bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal
18.1, dan penyerahan kepada seorang ahli tidak diwajibkan
atau dipiih oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 18.2.1. atau
apabila salah satu ‘pihak meminta untuk diselesaikan melalui
arbitrase  sesuai dengan Pasal 18.2.13, sengketa tersebut
akhimya harus diselesaikan oleh suatu majelis ambitrase
("Majelis Arbitrase”) berdasarkan ketentuan-ketenfuan arbitrase

" UNCITRAL yang termuat dalam resolusi 31/98 yang ditetapkan
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olen Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United
Nations General Assembly) pada tanggal 15 Desember 1976
dan berjudul “Arbitration Rules of the United Nations Commision
on International Trade Law" {Ketentuan —ketentuan Arbitrase
Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Dagang
Internasional) sebagaimana berlaku pada saat arbilrase
tersebut dimulai. Masing-masing pihak akan menunjukka.n
seorang arbitrer dalam waktu 30 (tiga puiuh) hari sefak tanggal
permintaan untuk memulai arbitrase, yang kemudian secara
bersama-sama akan menunjukkan arbitrer ketiga dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal arbitrer kedua. Untuk bertindak
sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbitrer-arbitrer yang tidak
ditunjuk dalam batas waktu sebagaimana disebutkan dalam
kalimat diatas akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dari Pusat
Intemasional  untuk  penyelesaian  Sengketa  Investasi
(International Center for Settlement of Investment Disputes).
Kedua belah pihak beranji untuk melaksanakan keputusan

arbitrase. Tempat arbitrase adalah Stockholm, Swedia. Bahasa

yang dipergunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris. Para

pihak secara tegas menyetujui untuk mengesampingkan

berlakunya (a) Pasal 650.2 Hukum Perdata Indonesia sehingga
penunjukan para arbitrer tidak akan berakhir pada bulan ke-6

(enam) sejak tanggal penunjuBkan mereka dan {(b) kalimat



132

kedua Pasal 620.1 dari Hukum Perdata indonesia sehingga

arbitrase tidak harus diselesaikan dalam waktu tertentu”

Pasal 18.3.4 PPA berbunyi sebagai berikut :
“The parties that neither Party shall have any right to commence
or maintain any suit or legal proceeding conceming a Dispute
hereunder until the Dispute has been determined in accordance
with the arbitration procedure provided for herein and then only
to enforce or facilitate the execution of the award rendered in
such arbitration.”

Atau terjemahannya :
"“Para pihak setuju bahwa tidak satu pihakpun untuk memulai
atau mengajukan suatu gugatan atau perkara apapun mengenai
sengketa sampal sengketa tersebut diputuskan sesuai dengan
prosedur arbitrase yang dituangkan disini dan kemudian untuk
hanya melaksanakan atau mempercepat pelaksanaan atas
keputusan yang ditetapkan dalam arbitrase tersebut.”

Dari perjanjian para pihak yang dituangkan dalam Pasal 18

PPA dapat dinyatakan bahwa perjanjian/ klausula arbitrase telah

memuat :

a. Komitmen para pihak untuk metaksanakan arbitrase_;

b. Ruang lingkup arbitrase,

c. Bentuk arbitrase yang dipilih (arbitrase institusional),
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d. Aturan prosedural yang beraku, vyaitu UNCITRAL Arbitration

Rules,

e. Tempat yang dipilih adalah Swedia dan bahasa yang digunakan
adalah Bahasa Ingris;

f. Pilihan ghukum substantif yang berlaku.

Berdasarakan ketentuan perjanjian tersebut, maka klausula
arbitrase dalam perjanjian ini  dikatagorikan sebagai Kiausuia
arbitrase yang komprehensif.

Perkaa ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah
register No. 517/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Oktober 1999 dan

diputus pada 5 tanggal 20 Januari 2000.

4. Perkara KARAHA BODAS COMPANY LLC (KBC) melawan
Perusahan Pertambangan Minyak dan Gas Buml Negara
(PERTAMINA) dan PT. PLN (Persero)

Putusan perkara tersebut dibu‘at di Geneva pada tanggal 18
Desember 2000 yang diselesaikan sesuai dengan prosedur arbitrase
berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL.

Dalam uraian ini terutrama akan mendeskripsikan perjanjian
abitrase antara KBC dengan PERTAMINA dan antara KBC dengan
PT. PLN (Persero)

A. Perjanjian arbitrase antara KBC dan PERTAMINA sebagai

berikut:
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KONSULTAS! DAN ARBITRASE

Pasal 13

Pasal 13. 1 : Apabila terjadi pertentangan atau perbedaan dalam

bentuk apapun (‘Perselisihan”) di antara Pihak-Pihak yang

berkepentingan mengenai pelanggaran, penghentian  atau

keabsahan yang sehubungan dengan, atau timbul dari kontrak ini,

maka semua pihak harus berusaha untuk segera menyelesaikan

perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah, dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah salah safu pihak

menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai adanya

perselisihan tersebut.

Pasal 13.2

a Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam
selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerfja sepert ditetapkan
dalam Pasal 13.1, maka pada akhimya Perselisihan harus
dibawa ke Pengadilan Arbitrase (‘Tribunal’) berdasarkan
peraturan “UNCITRAL  Arbitration” yang terdapat dalam
Resolusi PBB No. 31/98 yang disetujui dalam Sidang Umum
pada tanggal 15 Desember 1876 berjudul “Arbitration Rules of
the United Nations Commission on Intemnational Trade Law”
yang diberiakukan pada saat arbitrase  seperti  itu

dilaksanakan. Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang
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arbitror dalam selang 30 (tiga puluh) har terhitung sejak
tanggal permohonan untuk dimulai arbitrase, kemudian
hersama-sama menunjuk arbitrator ketiga dalam selang wakiu
30 (tiga puluh) hari sejak ditunjuknya arbitror kedua, untUK
menjadi Ketua Tribunal. Arbitrator yang tidak ditunjuk dalam
selang waktu yang diatur dalam kalimat sebetum ini akan
ditunjukmoleh “The Secretary General of the Intemational
Center for Settiement of Investment Disputes”. Kedua belah
pihak harus mematuhi keputusan arbitrase. Arbitrase harus
dilaksanakan di Geneva, Switzerland. Bahasa yang digunakan
dalam arbitrase harus bahasa Inggrs. Pihak-pihak yang
berkepentingan menyatakan persetujuan untuk mengabaikan
pemberlakuan (a) Pasal 6502 KUHP demikian sehingga
penunjukan para arbitror tidak beraknhir sesudah 6 (enam)
pulan terhitung mulai saat penunjukan, dan (b) kalimat kedua
dalam Pasai 620.1 KUHP demikian sehingga arbitrase tidak
musii selesai dalam waktu yang sudah ditentukan.

| . Keputusan yang diambil harus membagi secara adil ongkos
arbitrase.  Sesuai  pasal 631 KUI:lF’, Pihak-pihak
berkepentingan sepakat bahwa Tribunal tidak periu dibatasi
dengan aturan-aturan perundangan yang kaku dimana mereka
menganggap bahwa penerapannya dalam hal-hal tertentu

akan tidak konsisten baik dengan semangat dalam Kontrak ini
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maupun  dengan tujuan  dasar Pihak-Pihak  yang
berkepentingan, dan untuk hal-hal seperti itu, ke.s'impulan yang
diambil harus merupakan hasil pertimbangan dengan
pemahaman yang benar mengenai semua ketentuan yang
ada serta pelaksanaan yang benar dan adil dari Kontrak ini
sesuai ketentuan-ketentuan tersebut.

. Keputusan yang diambil harus bersifat tertulis dan
menyebutkan rincian yang masuk akal mengenai fakta-fakta
dalam perselisihan serta alasan-alasan periuna keputusan
Tribunal.

. Kepuiusan vyang diambil dalam arbitrase berdasarkan
ketentuan ini bersifat final dan mengikat semua pihak dan
dengan demikian keputusannya dapat dimasukkan ke
Lembaga Peradilan yang mempunyai yurisdiksi untuk
pemberlakuannya. Pihak-pihak berkepentingan dalam hal ini
melepaskan hak-hak mereka untuk mengajukan naik banding
terhadap keputusan panei arbitrase dan sesuai dengan Pasal
KUHP tidak ada Pihak yang akan naik ... banding di lembaga
peradilan manapun lerhadap keputusan panel arbitrase dan
dengan demikian Pihak-Pihak berkepentingan mengabaikan
pemberiakukan Pasal 15 dan Pasal 108 Undang-Undang No.1
Tahun 1950 dan setiap undang-undang' dan peraturan

Indonesia yang apabila diterapkan, akan memberi hak untuk
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mengajukan naik banding terhadap keputusah panel arbitrase.
Sebagai tambahan, pihak-pihak berkepentingan sepakat
bahwa Pihak manapun tidak berhak mengajukan gugatan atau
tuntutan berdasar hukum menyangkut Perselisinan yang
sudah diselesaikan lewat prosedur arbitrase yang tercantum di
sini, melainkan  hanya mematuhi _dan‘ memudahkan
pelaksanaan keputusan yang sudah diambil dalgm arbitrase.

e. Selama menunggu proses arbifrase (i) KONTRAKTOR harus
terus melaksanakan kewajibannya yang sudah diatur untuk
menghasilkan dan menyalurkan tenaga listrik.  Dan
PERTAMINA harus terus membayar jumlah terutang sesuai
yang telah diatur dan bukan yang termasuk dalam
Perselisihan, tanpa penghentian, selama menunggu arbitrase,
dan (i} Bak PERTAMINA maupun KONTRAKTOR tidak
mengusahakan perbaikan lain  berupa apapun yang
ditimbulkan oleh adanya Perselisihan, mengingat bahwa
dalam Kkejadian apapun hak_ menghentikan Kontrak sesuali
Pasal17 dapat diberlakukan tanpa bertentangan dengan masa
menunggu arbitrase.

B. Perjanjian arbitrase antara KBC dan PT. PLN (Persero) sebagai
berikut

KONSULTASI DAN ARBITRASH

1. KONSULTASI
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Jika suatu perselisihan atau perbedaan atas hal apapun
(“Peréelisihan") timbul diantara Para Pihak sehubungan
dengan, atau timbul dari Peranjian ini, atau pelanggaran,
penghentian atau keabsahan daripadanya. Fara Pihak akan
berusaha, dalam jangka waktu 45 (empatpuluh lima) hari
almanak setelah penerimaan oleh satu Pihak atas
pemberitahuan dari Pihak lain mengenai adanya suatu
Perselisihan  untuk  menyelesaikan  Perselisihan t.ersebut

dengan cara merundingkan diantara Para Pihak.

. ARBITRASI

a Jika Perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 45
(empatpuiuh lima) hari almanak melalu  perundingan
bersama seperti  diperkirakan  dalam Pasal 8.1,
Perselisihan akan diputuskan olen Pengadilan Arbitrasi
berdasarkan peraturan arbitrasi UNCITRAL yang terdapat
dalam Resolusi 31/98 yang diangkat dari United Nations
General Assembly pada tanggal 15 Desember 1876 dan
disebut “Arbitration Rules of the United Nations Commision
on International Trade Law" yang berlaku pada saat
arbitrasi dimulai. PLN disatu pihak, dan PERUSAHAAN
dan PERTAMINA dipihak lain, masing-masing akan
menunjuk satu arbitrator, dalam setiap 'perkara dalam

waktu 30 (tigapuluh) .han‘ setelah tanggal permohonan
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untuk memulai arbitrasi, dan bersama-sama mereka akan
menunjuk arbitrator yang ketiga dalam jangka waktu 30
(tigapuiuh) hari dari tanggal penunjukkan arbitrator ya;g
kedua, untuk bertindak sebagai Ketua Pengadilan. Para
arbitrator yang tidak ditunjuk dalam batas wakiu yang
diatur dalam kalimat diatas akan ditunjuk oleh Sekretaris
Jendral International Center for Settlement of Investment
Diputes, berdasarkan permohonan dari salah satu pihak.
Semua Pihak berkewajiban melaksanakan keputusan
arbitrasi. Tempat arbitrasi adalah di Jehewa, Swiss.
Bahasa yang digunakan dalam arbitrasi adalan bahasa
Inggris. Para Pihak menyetujui  untuk men:gesampingkan
berfakunya (a) Pasal 6502 darn Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata Indonesia sehingga penunjukan
para arbitrator tidak dihentikan pada bulan ke 6 (enam)
setelah tanggal (tanggal) penunjukan mereka dan (b),
kalimat kedua dari Pasal 620.1 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Perdata Indonesia sehingga arbitrasi tidak

perlu diselesaikan dalam wakiu tertentu.

. Keputusan yang diberikan akan membegi biaya-biaya

arbitrasi. Sehubungan dengan Pasal 63 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata Indonesia, Para Pihak setuju

bahwa Pengadian Arbitrasi tidak periu terikat pada
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ketentuan hukum yang kaku jika mereka menganggap
bahwa penerapan daripac.:lanya terhadap hal-hal tertentu
akan tidak sesuai dengan jiwa dari Kontrak dan hal-hal
yang mendasari keingihan Para Pihak, dan terhadap hal-
hal tersebut pendapat mereka harus mencerminkan
penilaian atas penafsimn yang benar atas semua
ketentuan ketentuan yang berkaitan dan' pelaksanaan yang
adif dan tepat atas isi Perjanjian sesuai dengan ketentutan

ketentuan tersebut.

. Keputusan yang akan diambil harus dibuat dalam bentuk

tertulis dan menguraikan secara frincl  fakta-fakta
Perselisihan dan alasan-aiasan atas keputusan Pengadilan

Arbitrase.

. Keputusan yang diambil dalam arbitrasi adalah keputusan

akhir dan mengikat Para Pihak dari pemberlakuan atas
keputusan tersebut dapat dilaksanakan di pengadilan
dalam juridiksi manapun. Para Pihak dengan ini
melepaskan haknya untuk mengajukan banding atas
keputusan Panel Arbitrase dan setuju bahwa sesuai
dengan Pasal 641 Kitab Undang ‘Undang Hukum Acara
Perdata Indonesia tidak satu Pihakpun akan mengajukan
banding atas keputusan Panel Arbitraf:se dan dengan

demikian Para Pihak dengan ini mengesampingkan
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berlakunya Pasal 15 dan Pasal 108 Undang Undang No.1
tahun 1950 dan ketentuan-ketentuan lain dari hukum dan
peraturan Indonesia yang sebaliknya memberi hak untuk
mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Arbitrase
arbitrasi tersebut. Selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa
tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau
mengajukan  funfutan atau memperkarakan  suatu
perseiisihnan  sampai  perselisihan  tersebut ditetapkan
sehubungan dengan prosedur arbitrasi yang ditentukan
tetap hanya untuk memberakukan atau memudahkan
eksekusi dari keputusan yang diambil oleh arbitrasi

tersebut.

. Setama menunggu arbitrasi () PERUSAHAAN akan

meneruskan pelaksanaan kewajibannya untuk
memproduksi dan menyalurkan Tenaga Listrik dan PLN
akan meneruskan untu'k_membayar seluruh jumlah yang
telah jatuh tempo dan tidak berada dalam perselisihan.
tanpa set off dan (i) baik PLN maupun PERUSAHAAN
tidak akan melaksanakan upaya lain yang timbul akibat

hal-hal yang berada dalam perselisinan, dengan ketentuan

bahwa dalam hal apapun hak untuk mengakhiri Kontrak
sesuai Pasal 11 datam kontrak ini dapat dilaksanakan

meskipun sedang menunggu arbitrasi.



142

Perjanjian  konsultasi dan arbitrase antara KBC dengan
Pertamina dan PT. PLN (Persero) merupakan perjanjian pelengkap
dari perjanjian pokoknya yakni kontrak ‘penjualan energi oleh
Pertamina kepada pembeli PT. PLN berupa tenaga listrik yang
diproduksi oleh dan dipasok oleh pembangkit tenaga listrik yang akan
dibangun oleh KBC.

Keputusan Presiden tanggal 20 September 1997 telah
menunda 75 Proyek infrastruktur, termasuk proyek Karaha harus
ditunda. Penundaan tersebut berpengaruh terhadap Kkontrak yang
pada saat itu felah / sedang berjalan. Klausula konsultasi dan
arbitrase mulai berperan ketika perselisihan tentang kontrak yang
ditunda melanda para pihak.

Jika dicermati klausula arbitrase dalam kqntrak-kontrak
tersebut telah memenuhi kriteria sebagai klausula arbitrase yang
komprehensif, sehingga klausula ini merupakan basis dan dasar
pelaksanaan perjanjian arbitrase. |

Pemberitahuan Arbitrase ini dilakukan pada tanggal 30 April
1998, dan baru pada tanggal 18 Desember 2000 baru diputus
perselisihan para pihak tersebut melalui pemeriksaan asbitrase di
Geneva sesuai prosedur arbitrase. UNCITRAL. Akhirnya perkara
tersebut telah diputuskan, yang amamya berbunyi sebagai berikut .

1 PERTAMINA dan PLN tefah melanggar Perjanjian ESC dan
PERTAMINA telah melanggar Kontrak JOC.
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. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing
dijgiuhi hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar
USS 111.100.000 (seratus sebelas juta seratus ribu Dotar
Amerika Serikat) untuk biaya-biaya yang diderita kepada KBC,
termasuk bunga sebesar 4 % pertahun, terhitung tanggal 1
Janjuan 2001 sampal lunas.

. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing
dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar USS
150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk
laba yang seharusnya diperoleh kepada KBC termasuk bunga
sebesar 4 % pertahun, terhitung tanggal 1 Janjuan 2001 sampai
lunas.

. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing
dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US$ 66.654,92
(enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat dan
sembilan puluh dua sen Dolar Amerika Serikat) kepada KBC
untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan
fase kedua dan terakhir dari arbitrase -ini, termasuk bunga
sebesar 4 % pertahun, terhitung tanggal 1 Janjuari 2001 sampa.i
lunas. |

. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos pembiayaan
penasehat hukum dan para asisten mereka.

. Tuntutan lainnya dari para pihaic dinyatakan dibantah atau

dihapuskan.



BAB IV

PENUTUP

. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian  dan pembahasan
sebagaimana sesuai dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulian
hal-hal sebagai berikut :

1. Klausula Arbitrase dirumuskan secara tertulis dalam bahasa yang
dipilih oleh para pihak. Rumusan tersebut mengatur pilihan forum
arbitrase sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan
sengketa (dispute) yang mungkin timbul diantara para pinak yang
mengadakan perjanjian bisnis. Klausula arbifrase merupakan
peranjian tambahan sehingga berperan sebagai pelengkap
perjanjian pokok dan sekaligus sebagal basis arbitrase.

a. Sebagai pelengkap pefjanjian pokok, maka dari rumusan
klausula arbitrase dapat diketahui cara-cara’ yang dipility untuk
menyelesaikan perselisihan  perjanjian, sehingga klausula
arbit.rase berpengaruh terhadap cara penyelesaian sengketa,
yakni forum arbitrase yang berkompeten menyelesaikannya.

b. Klausula arbitrase merupakan basis arbitrase sehingga isi
rumusannya akan menjadi pefunjuk arah aftau pemandu
terhadap setiap persoalan persélisihan itu akan terselesaikan.

Dengan demikian Kklausula arbitrase menjadi dasar segala
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wewenang para ambiter unfuk memutuskan = persoalan -
pefsengketaan yang bersangkutan. Seyogyagya rumusan
klausula arbitrase dibuat secara jelas, lengkap dan cermat agar

tujuan yang dikehendaki akan terwujud.

2. Klausula Arbitrase harus dirumuskan secara jelas, karena
penyusunan yang tidak jelas membawa konsekwensi pelaksanaan
proses aibtrase akan timbul ke;jL_JIitan. Perumusan klausula
arbitrase yang kurang jelas hakekatnya tidak jelas menunjuk badan
arbitase vyang dipilih. Tidak jelas apakah badan arbitrase
institusional atau arbitrase ad hock. Selain itu perumusan klausula
arbitrase mengandung kemenduaan (ambiquﬂy), yakni forum
pilihan arbitrase merupakan salah satu (alternatif) yang akan
menyelesaikan sengketa disamping badan peradilan.

a. Akibat penyusunan klausula arbitrase yang tidak cermat akan
menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga
memperanjang proses penyelesaiannya.

(1) Suatu klausula arbitrase yang secara tidak lengkap
menentukan badan arbitrase yang diberi wewenang masih
memeriukan penafsiran tentang badan arbitrase, juga

belum menunjuk arbiter yang akan duduk maupun cara

penunjukannya.
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(2) Klausula arbittase ang mengandung kemenduaan
(ambiquity) dalam praktek akan membingungkan, iebih-
lebih jika kedua belah pihak berbeda kehendak untuk
menyelesaikan sengketa. Persoalan kewenangan tersebut
akan diputus terlebih dahulu melalui lembaga peradilan,
sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.

b. Klausula arbitrase yang dirumuskan secara komprehensif akan
mungkin mengalir berbagai hambatan dalam proses arbitrase.
Klausula arbitrase yang lengkap akan mencakup :

i (1) Komitmen para pihak untuk melaksanakan arbitrase;

(2) Ruang lingkup Arbitrase;,

(3) Bentuk arbitrase yang diplih;

(4) Aturan prosedural yang berlaku;

(5) Tempat dan bahasa yang diguﬁakan;

(6) Pilihan hukum subtantif yang berlaku bagi arbitrase dan,

(7) Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (immunitas},

jika hal itu relevan.

' 3. Peradilan berperan dalam menegakan arpitrase. Klausula-kiausula

arbitrase yang tidak cermat dapat diajukan ke pengadilan. Putusan-
putusan tersebut memberi kewenangan ikepada arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa dar putusan yang diteliti antara lain

menunjuk arbiter yang akan mengadil sengketa dan menentukan
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ICC rules sebagal peraturan yang diterapkan dalam penyelesaian

sengketa. |

a. Penetapan Pengadilan Negeri  Jakarta Barat
No.764/pdt. P/1996/PN.Jkt.Brt menentukan (mengangkat) BANI
uniuk melaksanakan pemeriksaan arbitrase serta mengangkat
arbiter-arbiter untuk pemohon dan termohon sérta ketua majelis
yang akan memeriksa perkara ini.

b. Putusan Makamah Agung R No.".-.'3992 K/Pdt/1985 jo Putusan
Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta No. 270/pdt/1985/pt. DKI jo
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 301/pdt. G/1984
telah menentukan ICC rules sebagai hukum vyang akan
diterapkan sesuai pilihan para pihak dalam klausula arbitrase.
Sekalipun mereka memilih arbitrase di Jakarta dan memilih
domisili di Kepaniteraan Jakarta Pusat

B. Saran-Saran

1. :Untuk menghindari penyelesaan sengketa secara berlarut-larut,
maka pilihan forum arbitrase yang dipilih harus dir_umuskan secara
cermat, jelas dan lengkap. Seyogyangya para lawyer yang ditunjuk
merumuskan kehendak para pihak memilin forum arbitrase sebagai
penyelesaian sengketa memakal secara menyeluruh unsur-unsur

klausula arbitrase yang komprehensif.

5 Merekomendasi badan peradian untuk tetap konsisten dalam

berperan menegakkan arbitrase.
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